GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/715/B.J11/HK /2011

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbany

Mengimeat

Memperhatikan

2

:1._
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GUBERNUR LAMPUNG,

bahva Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189
Uncang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-1'ndang Nomor
12 dahun 2008 dwm Pasal 137 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2609 renuing
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

bahwa sehubungar dengan hurut a  tersebut di atas. perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
KNabupaten Lampung Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tinghat [
Lampung:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008:

Undang-Undane Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribuasi
Daerah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20035 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  Urusan
Peinerintahan  anwra  Pemerintah.  Pemerintahan  Dacrah Provinsi  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten'Kota:

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tuzas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagar W akil
Pemerintah di Wilavah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011:

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pencawasan
Pe aturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:

Surat Menteri Keuangan Nomor : S-810/MK.7 2011 tanggal 7 Nopember 2011 hai
Hasil Evaluasi 11 (scbhelas) Raperda Kabupaten Lampung Timur tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah.



Menetapkan

NESATU

KEDUA

KETIGA

NEENMPAT

KELINA

Tenbusan :

M -~ . M b et
P Mentert Dalam Neveri di Jkaita;

Menieri Keuangan di Jakaita:

-

MEMUTUSKAN :

- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI  RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
PAJAK. DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

: Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten [ampung Timur

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
I LIV Ve VD VI VIIL IX. X dan Lampiran XTI Keputusan ini vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bupati Lampung Timur bersama DPRD Kabupaten Lampung Timur segera

melakukan penvempurnaan dan penvesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

: Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil

evaluasi. Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah. dan apabila Peraturan Daerah vang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil
evaluasi. dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan vang berlaku.

: Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada

Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hart setelah
ditetapkan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan Ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetalan sebagaimana mestiny a.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 [

GUBERNUR LAMPUNG,

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilun Lampung di Bandar Lampung:
<. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana:
5 hspehtur Provinsi Lampung di Bandar Lampang.
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Wilayah

Kelebihan
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Pemungutan

Pemungutan Pajak

Pengembalian

Pembayaran

Pasal 21

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak terhadap
orang pribad: dan/atau badan vyang menggunakan
reklame.

(1)
(2)

(M

Pasal 51
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten
Lampung Timur.
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) bulan takwin.

Pasal 53
Jenis Pajak yang ditetapkan Bupati adalah Pajak Reklame
dan air Tanah.
Jenis Pajak yang dibayar sendirn adalah .
Pajak Hotel;
Pajak Restoran;
Pajak Hiburan,
PajakReklame,
Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g¢—-PRajalkArBawah-Tanah;
h  Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 64
Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada
Bupati.
Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belasO bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian  kelebihan  pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bharus
memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran pajak  dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling fama 1 (satu) bulan.
Apabhila wajib pajak mempunyail utang pajak lannya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunast terlebih dahulu utan¢  -ak tersebut.

-0 Qo0 oW

Pasal 21

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak terhadap

reklame

(1)

\
orang pribadi dan/atau hadan yang menyelenggarakan }
\
\
\

Pasal 51
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten |
Lampung Timur.
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) bulan kalender.

Pasal 53
Jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan
Bupati adalah Pajak Reklame dan Pajak air Tanah.
Jenis Pajak yang dapat dipungut dengan dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak adalah
Pajak Hatel:
Pajak Restoran,
Pajak Hiburan;
Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Sarang Burung Walet.
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Pasal 64
Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak
dapat mengajukan permohonan pengembalian
kepada Bupati.
Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belasO bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah dilampaui dan Bupat tidak
memberikan  suatu  keputusan,  permohonan
pengembalian  pembayaran  pajak  dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apahila wajih pajak mempunyal utang pajak lainnya
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk

melunasi terlebih  wlu utang pajak tersebut.

]
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Kalimat disempurnakan

Kalimat disempurnakan

Kalimat Pasal 53
disempurnakan

Kalimat Pasal 64
disempurnakan, dengan
menambah ayat (5) dan
ayat (6) baru dengan
adanya penambahan ayat
maka ayat (5) menjadi ayat

(7)

I




Kedaluwarsa
Penagihan

Penetapan dan
pengundangan

(5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupat

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 65

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN
Diundangkan di Sukadana
nadza tanaaal 2011
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

| WAYAN SUTARJA

(4) Apabtla Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai
utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebhan
pembayaran  Pajak atau Retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)} langsung diperhitungkan untuk
melunast terlebih dahulu utang Pajak tersebut

{6) Pengembalian kelebthan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB

(6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 65

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2011

WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana

ANA A4
LU0}

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

| WAYAN SUTARJA

Kata kadaluarsa

disempurnakan,

Penetapan Peraturan Daerah
disempurnakan karena Wakit

Bupati  belum  ditetapkan
secara definitif  sebagai
Bupati, maka  penetapan
dilakukan cleh Wakil Bupati
sesual ketentuan Pasal 26
ayat (1) huruf g Undang-

undang 32 Tahun 2004

Disempurnakan

GUBERNUR LAMPUNG,

' 4

SJACHR

Z.P.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : GI/715/B.NITHK /2011
TANGGAL :7 DESEMBER 2011

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

fNo Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
%1"\2 - - 3 - . N 4 s -~
1 Kop Raperda - - Mengguunakan lambang
daerah Kabupaten
Lampung Timur dan kata |
Bupati  Lampung  Timur
dihilangkan
2 Konsideran a—bhahwa—dengan -ditetapkan--Undang-Undang—Nomer-18 | a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang | Konsideran disempurnakan
Menimbang Tahun=198+tenrtang Rajak—Daerah dan-Retdbusi-Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
periu dibuat-Peraiwran—tentang-zin Menditiken—Rangunan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
(IMB}, Lampung Timur Nomor Tahun perlu ditinjau
b——bahwa—untuk-Peraturan—_Bangunan-Bangunan d+=A4ayah kembali,
Kabupaten—| ampung—hmur—dipandang-Pperiu—ditetapkan |b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
Peraturan—Daecrah -dtentang——Retrbusi —Jzin—Menadwikan dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan
Bangunan{{MB5- Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Mendirikan
Bangunan,
3 Konsideran 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang | 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang |1 Dasar hukum nomor 3
Mengingat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik disempurnaka dan
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran penambahan dasar hukum !
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana serta dasar hukum nomor
telah diubah duakali terakhir dengan Undang-Undang telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang- 10 dihilangkan  karena
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tidak  ada keterkaitan |
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan dengan substansi raperda.
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 2 dengan adanya perubahan
10—Reraturan-Bersama-Menten—Agama—dan-Mentern—Balam | - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan tersebut penulisan
NegerrNomor0-Tahun-2006/Nomer—8—Tahun2006-{entang Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 sesuakan tata  urutan
Pedoman—elaksanaan-TugasHKepala-DaerabMakil Kepala Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik peraturan perundangan
Daecrah—-Dalam—Remeliharaan-Kerukunan-dmat-Beragama. Indonesia Nomor 4725),
Pemberdayaan—ersm—Kerukunan—Umat-Beragama.-dan | - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PendianRumah lbadabtanggabd Z-Apel-2006: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran ‘
Ncgara Republk Indoncsiz Tahun 2041 Nomaor 82 !
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor |
5234):

R o ]




1 2

Diktum
menetapkan

Nama, Objek dan
Subjek Retribusi

Menetapkan

Dalam Peraturan

3
MEMUTUSKAN
- PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah ini yang dimaksud dengan -

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi

Pasal 3
Izin Mendirkkan Bangunan adalah

pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Subjek  Retribusi

Pasal 4
Izin  Mendirikan Bangunan adalah

orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertenty

dari Pemerintah Daerah.

4
MEMUTUSKAN:
| Menetapkan .= PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang
dimaksud dengan -
Pasal 2
Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian
izin mendirikan bangunan.

Pasal 3
(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah
pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan
baru, rehabilitasi/ renovasi/ pemugaran bangunan dan
‘ penambahan fasilitas lain.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan peninjausn desain dan pemantauan
pelaksanaan pembangurannya agar tietap sesuai
dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata
ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar
bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB),
koefisien  ketinggian  bangunan  (KKB), dan
pengawasan penggunaan bangunan vang meliputi

pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan
tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk
bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerzah.

Pasal 4
Subjek Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah orang

pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan

| bangunan dari Pemerintah Daerah

. pada Diktum Menetapkan

[$a]

disempurnakan

Kalimat
dan pengetikan kata
"Dalam dise@@jarkan

dengan kata PERATURAN

Kalimat dan substansi
Pasal 2 disempurnakan

Pasal 3 disempurnakan dengan
menambah 2 (dua) ayat baru,
sesuai dengan Pasal 142 UU No.
28 Tahun 2009.

Kalimat Pasal 4

discimpurnaran




Materi rRiéperrrda

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
:G/715/B.INN/HK /2011
: 7 DESEMBER 2011

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PAJAK DAERAH

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempurnaan

Keterangan

4

Dasar hukum
Mengingat

| Menetapkan

Nama, Objek dan
Subjek Retribusi

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389):

PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Menetapkan

Pasal 9
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak terhadap
orang  pribadi atau badan  yang membell makanan
dan/atau minuman dari Restoran.

Menetapkan

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak terhadap
orang prihadi atail badan yang membeli makanan atau

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1983
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

- PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini
dimaksud dengan

yang

Pasal 9

|
}

Disempurnakan dengan
adanya perubahan PP No
27 Thn 2003

Tambahkan dasar hukum.
urutan angka
menyesuaikan

Pengetikan kata “Dalam
..... " disejgjarkan dengan
kata PERATURAN pada
Diktum Menetapkan

Kalimat disempurnakan




Jenis fungsi
klasifikasi dan
" persyaratan
bangunan

Cara mengukur
tingkat penggunaan
jasa yang

’ bersangkutan

BAB IV. BABA V dan BAB VI, Pasal 6 sampai dengan

Pasal 15

BAB IV

J— -

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

YANG BERSANGKUTAN

(1) Tingkat penggunaan jasa pembelian izin mendirkan

(
(

a. Kofisien bangunan

[oTatalBlat=1a]

nnnnnnnnn

N ~ viloy [ I +
cangunaii ai Urkur oergasarkan faktor luas

bangunan, jenis bangunan dan fungsi bangunan.

2) Faktor

di

berikan bobot/koofisien.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

di

lelapkan sebagai berikui .

Luas Bangunan

Koefisien |

No
1| Bangunan dengan luas s/d 100 M
2 | Bangunan dengan luas s/d 250 M
3 | Bangunan dengan luas s/d 500 M
4 | Bangunan dengan luas s/d 750 m
5

Banaunan dengan luas s/d 1000 M

]
|
|
{

5

| BAB IV, BAB V dan BAB Vi
i Pasal 6 s.d Pasal 15 agar

diakomodir dalam Perda

hal-hal yang diatur dalam

ketentuan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan

Gedung, dan Peraturan

Pemerintah  Nomor 36

Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2002 serta

Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomar

24/PRT/M/2007  tentang

Pedoman  Teknis Izin

Mendirikan Bangunan

Gedung

1. Ditambah 1 (satu) bab dan
pasal yang mengatur cara
mengukur tingkat
penggunaan jasa izin
mendirikail bangunarn
sesuai dengan struktur dan
besaran tari.

2. Dengan adanya
penambahan pasal, maka
urutan dan penunjukan
pasal selanjutnya agar
disesuaikan.




8 | Prinsip Yang

- Dianut Dalam

' Penetapan Struktur
| dan Besarnya Tarif
4
{
|

9 Struktur dan
Besarnya Tarif

b. Koefisien tingkat bangunan

NioJ - Tingkat Bangunan | Koefisien |
i |Bangunantlantai |
2 | Bangunan2lantai | |
3 | Bangunan 3 lantal - J{ o
4 | Bangunan 4 lantai B I

gESt - - - ,Jg,v i

c. Koefisien Guna Bangunan

Guna Bangunan Koefisien

Bangunan sosial

(1)

S B

| Bangunan Perumahan
Bangunan Fasilitas Kantor

Bangunan Pendidikan
_| Bangunan Kantor

BAB VI
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan

besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk
menutupi sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya
dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal §
Tarif dasar retribusi ditetapkan Rp...../m2.

) Besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan

dengan rumus:Tarif dasar retribusi x koefisien luas
bangunan x koefisien tingkat bangunan x koefisien
guna bangunan.

1. Ditambah 1 (satu) pasal
yang mengatur prinsip dan
sasaran penetapan tarif izin
mendirikan bangunan.

2. Urutan dan penunjukan
pasal agar disesuakan.

BAB VII diubah menjadi
BAB V dan Pasal 16
diubah menjadi Pasal 8
yang mengatur tentang
Struktur  dan  Besarnya
Tarif, tarif ditetapkan sama

| hanya yang membedakan

adalah kofesien bangunan




10

11

2

Wilayah
pemungutan

Penentuan
pembayaran,
tempat
pembayaran,
angsuran dan
penundaan
pembayaran

Pasal 20
Wilayah pungutan Retribusi Izin Mendirkan Bangunan
ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam Wilayah
Daerah Kabupaten Lampung Timur

Pasal 21

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau
ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang
ditentukan dengan menggunakan STRD.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang
ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus
disetorkan ke Kas Daerah selarnbat-lambatnya 1 x 24
jam atau dalam waktu yang ditentukan

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 , maka dikenakan Sanksi Administrasi
berupa bunga sebesar 2 % dengan menerbitkan
STRD

Pasal 22

Retribusi harus dilakukan secara

(1) Pembayaran
tunai/lunas.

{ZyHKepala-Daerah—atau Rejabat—yang ditunjuk—dapat
member—lzin—kepada—\\ajib—Retribusi—untuk

(3) Tata Cara Pembayaran
dimaksad—pada—ayal—23
Paerah

ditetankan
SHHSE 5

Alah Konala

Pasal23

—Pembayaran—sebagaimana—dimaksud—Pasal-—22
diberikan-tanda-bukii-pembayaran-

E—Setiappembayarandicatatdalam-penerimaan:

B)y-Bentek—isi—kwalitas—ukuran—buku—dan=tanda—-bukh
pembayaran-Retribusi-dietapkan-oleh-Kepala-Dasrah

R
D

et

Pasal 9

ribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di Wilayah
aerah Kabupaten Lampung Timur

BAB ViIil
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN
Pasal 10

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakn SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon,
dan kartu langganan.

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah.

Pasal 11
Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara
tunai/lunas.
Pembayaran retribusi terutang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-
lambatnya hari sejak terbitnya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Tata cara pembayaran, penentuan tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran retribusi  diatur dengan Peraturan
Bupati.

Kalimat dan substansi
Pasal 20 diubah menjad
Pasal 9

Judul bab dan subtans
Pasal 21 disempurnakan,
dan diubah menjadi Pasal
10

Ketentuan Pasal 22
disempurnakan dan diubah
menjadi Pasal 11

Pasal 23 dihilangkan




—_

Tata cara
penagihan retribusi

Pasal-24

! dalam-arsip-dokumen
23=Arsip- dokumen- yang telah dicatal=dismpan sesuai
dengan noimor berkas secara-beruraian.
Pasal-25
%%:Besan%:fae&e%aﬁaﬁ:é&a:senyet@%a:l%%%
dibimpun-dalam-buky —Retrbusk
(-Qéz,ké@t@-s:dasaf;ba u—jentszRetﬁea&:eebagaﬂﬂaﬁa

%:Beﬁdasaﬁkaa:elafztar—fpenenmaaa:éaﬁ:wnggakaﬂ

éeaks@est:pea@imaanzéaﬁﬁaﬁg@akaa:peﬁe%

Pasal 26

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang
sejents sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari
sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib
Retribusi harus metunasi Retribusinya yang terhutang.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Pejabat Yang ditunjuk.

H=STRD untuk—=masing-masing - Wajb—Retnbusi -dicatat

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 12
(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
Penagihan retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat
Teguran.
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7
hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 han setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib

(2)

(3)

Retribus:  harus melunasi Retribusinya yang
terutang.
(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Pejabat Yang ditunjuk.

Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan
Peraturan Bupati

5

Pasal 24 dhilangkan

Pasal 25 dihilangkan

Pasal 26 diubah dan
disempurnakan dan pasal
diubah menjadi Pasal 12 |




13

14

Pengurangan,
keringanan dan
pembebasan
retribusi

Tata cara
pembetulan,
pengurangan
ketetapan,
penghapusan atau
pengurangan,
sanski administras
dan pembatalan

Pasal 27
Bentgk-bentuk demmulir yang=dipergunakan—untuk=pelaksanaan
penagihan Rotrbust-sebagaunana dimaksud-Pasat 26 -ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala:Baerah

BAB Xl

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23
Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan
dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan
dirumah sakit.
Pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi sebagaimana ayat | diberikan
dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud ayat | diberikan kepada anak
jalanan  korban kekerasan, anonim, korban
kecelakaan vyang keluarganya tidak ditemukan,
masyarakat yang tertimpa wabah Kejadian Luar Biasa
(KLB) penyakit serta masyarakat yang tidak mampu
yang tdak memiliki jaminan kesehatan dari
Pemerintah.
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4

BAB Xl
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN,
SANKS! ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 29
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pembetulan SKRD dan STRD vyang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
Peraturan Periindang-uindanaan Retribusi Daerah

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 13
(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan
dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan
dirumah sakit.
Pemberian pengurangan, keringanan  dan
pembebasan Retribusi sebagaimana ayat |
diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib
Retribusi.
Pengurangan, keringanan dan  pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud ayat | diberikan
kepada anak jalanan korban kekerasan, anonim,
korban kecelakaan vyang keluarganya tidak
ditemukan, masyarakat yang tertimpa wabah
Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit sena
masyarakat yang tidak mampu yang tidak memiliki
jaminan kesehatan dari Pemerintah.
Tata cara pengurangan,  keringanan
pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

2)

A om
udit

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN,
SANKSI| ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 14
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pembetutan SKRD dan STRD vyang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah

Pasal 27 dihilangkan

BAB X! diwubah menjadi
BAB X dan Pasal 28
diubah menjadi Pasal 13

BAB Xlil diubah menjadi
BAB XI dan Pasal 29
diubah menjadi Pasal 14,
dengan adanya perubahan
bab dan pasal selanjutnya
menyesuaikan
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e A
(2) Wajb Retribusi dapat mengajukan Permohonan | (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang berupa bunga dan kenaikan Retribusi vyang |
dalam hal sanksi dikenakan karena kehilapan Wajib terhutang dalam hal sanksi dikenakan karena
Retribusi yang tidak benar kehilapan Wajib Retribusi yang tidak benar
(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan pennchonan | (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan pennohonan
pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi \
yang tidak benar. yang tidak benar
(4) Permohonan pernbetulan sebagaimana dimaksud | (4) Permohonan pernbetulan sebagaimana dimaksud
ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan
Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana atau Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana
dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis
oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau
Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 han sejak Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak
tanggal diterima SKRD dan STRD dengan tanggal diterima SKRD dan STRD dengan
memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan
mendukung permohonan . untuk mendukung permohonan
(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud | (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana
pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala
Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 bulan sejak Surat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3
Permohonan diterima. bulan sejak Surat Permohonan diterima.
(6) Apabila setelah lewat 3 bulan sebagaimana dimaksud | (6) Apabila setelah lewat 3 bulan sebagaimana
ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dimaksud ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat
tidak memberikan Keputusan, maka permohonan yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka
pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan,
atau  pengurangan sanksi  administrasi  dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
pembatalan dianggap dikabulkan. dan pembatalan dianggap dikabulkan.
Keberatan BAB Xl BAB Xl BAB Xlll diubah menjadi
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN KEBERATAN BAB XII dan Pasal 30
Pasal 30 Pasal 15 disempurnakan dan diubah
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan | (1) Wajib Retribusi tertentu mengajukan keberatan | menjadi Pasal 15, dengan
keberatan atas SKRD dan STRD. hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk f adanya perubahan bab
(2) -Pemmohenan keberatan sebagaimana dimaksud pada atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. |dan  pasal  selanjutnya
ayat (1) harus disampaikan secara tertulis—kepada | (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | menyesuaikan
Kepala—Dacrah—atou—Pejabat=yang—ditunjuk—paling harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa |
lama=2bulan-sejak-tanggal SKRB-danSFRD- \ Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
1 3)y—Pengajuankeberatan tidak-menunda-pembayaran- |
| I |
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Pengembalian
kelebihan
pembayaran

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
ayat (I) dan (2) harus diputuskan Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 6 bulan sejak tanggal Surat
Permohonan keberatan diterima

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

S e——r e PN

Pasal 31
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib
Retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada kepala-Dasrah.
Kepale=Daerah dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan

3 B S

(3)

(1)

2)

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan. |
kecuali pka Waib  Retribusi  tertentu  dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana |
dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang ‘
terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib |
Retribusi. “

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan
Retribusi.

Pasal 16
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi |
keputusan atas keberatan yang digukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi,
bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh
Bupati
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya Retribusi yang terutang.
Apabiia jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati tidak membern suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB Xill
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Daanrl 47
raosatl 11

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian
kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian

kelebihan  pembayaran  Retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan

e
|
|

S

Penambahan 2 Pasal baru
yaitu Pasal 16 dan Pasal 17
sesuai ketentuan Pasal 163
dan Pasal 164 UU Nomor 28
Tahun 2009

BAB XIV diubah menjadi
BAB Xlll dan kata Kepala |
Daerah  diubah meniadi
kata Bupati, Pasal 31
disempurnakan dan diubah
menjadi Pasal 17, dengan
adanya perubahan bab
dan pasal selanjutnya
menyesuaikan




Sanksi Administrasi

4
|
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i

(2)

(1)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah dilampaui dan Kepala=—Daerah tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian  pembayaran  Retribusi
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan kepala-Bacrah.

Pasal 32

Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang
masih  tersisa setelah dilakukan  perhitungan
sebagaimana dimaksud pasal 31 diterbitkan SKRDLB
paling lambat 2 bulan seiak diterimanya permohonan
pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi.
Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib
Retribusi paling lambat 2 bulan sejak diterbitkan
SKRDLB.

dalam

Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan
setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterbitkan SKRDLB,
Kepala Daerah memberikan bunga 2 % satu bulan atas
‘ heterlambatan pecmbayaran kelebihan Retnibus:

dianggap |

1
1
\

(3)

(5)

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ’

4

ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak ‘
memberikan  suatu  keputusan.  permohonan |
pengembalian pembayaran Retribusi  dianggap ‘
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribus
lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi |
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi J
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan‘
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala
Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan atas keterlambatan |
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB ...

SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

dan didahului dengan Surat Teguran.

Ketentuain Fasal 32 diubah |
menjadi Pasal 18 yang
mengatur tentang Sanksi
Administratif
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.

| Penghapusan
piutang retribusi
yang kedaluwarsa

Ketentuan pidana

R B

Kelebihan-Retrbusi

(1) Wajib Retribusi

Pasal-33

Pasal 35
yang

tidak

bi : ,

kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumiah
Retribust terutang yang tidak atau kurang dibayar.

melaksanakan

L

Pasal 19

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaur waktu 3 (lga)
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi
kecuali jika Wajibh Retribust melakukan tindak pidana
di bidang Retribusi
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a diterbitkan Surat Teguran; atau
b ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib

Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21
Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

11

Ditambah 2 (dua) pasal yang
mengalur penghapusan
piutang Retribusi yang
kedaluwarsa, sesuai dengan
Pasal 167 dan Pasal 168 UU
No. 28 Tahun 2009.

Pasal 33 dihilangkan

Ketentuan Pasal 35 diubah
menjadi  Pasal 21 dan
substansi disempurnakan
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Ketentuan penutup

Penetapan dan
Pengundangan

2 —Tuntutan=pidana-sebagaimana—dimaksud-pada—ayat
H—sesuai—dengan. - sifathya—adalah—menyangkut
kepentingan—prbadi—sesecorang—alau-—-Badan—selaky

Wajib—Retribusi:- karena - itu-dijadikantindak=pidana |

peRgatuan-
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada
merupakan penerimaan negara.

ayat (1)

Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua
ketentuan yang mengatur materi yang sama atau
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di . Sukadana
pada tanggal
BUPATI LAMPUNG TIMUR

2011

| YO [Py (PR M o
vidnaangkaii di . OuKdUdiid

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

| WAYAN SUTARJA

s 1

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penerimaan negara.

Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor....

Tahun ... tentang ...... (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun ... Nomor ...., Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor........ ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2011

WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

| I S L I S arvny M Y PN PN
Liunuatiynari dl oUKala

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

| WAYAN SUTARJA

gl
s

Ketentuan Pasal 36 diubah
menjadi Pasal 22 dan
substansi disempurnakan

Penetapan Peraturan
Daerah disempurnakan
karena Wakil Bupati belum
ditetapkan secara definitif
sebagai  Bupat, maka
penetapan dilakukan oleh
Wakil Bupati sesual
ketentuan Pasal 26 ayat
(1) huruf g Undang-undang
32 Tahun 2004

GUBER

SJACHR}}N/Z.P.
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EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Rumusar?Rgperda

c. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28

maka pengaturan——mengenai—teinbusi— —pelayanan
persampahan/kebersihan— —melalut Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2000

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2004 dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan
kondisi saat in1 sehingga perlu diganti,

Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang BYkum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 10 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4381):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Remerintah  Daerah Provinsi dan Pemesntah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tanun 2007 Nomor 82, Tambgehan Lebaran Negara Renublik
Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 119 tentang Tata Cara
Pemberian Insentif, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161).

. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19),

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, |

|
10.

Rumusan Penyempurnaan

Konsideran Men
c disempurnakan

c bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Timur Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004
dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi
saat ini sehingga perlu diganti;

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum | Disempurnakan
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209),

| Keterangan

|
e

imbang huruf

4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang | Diubah dengan adanya‘
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran | perubahan UU No 10 Thn
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 | 2004 ‘

e oW B

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang | Disempurnakan
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indone5|a‘
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara\
Republik Indonesia Nomor 4737);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian Insentif (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161), \

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomar 19

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19.

Tanibatian Leinvatair Dacrah Kabupaten Lampung Timuor

Nomor.. ),

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomo ’r
|
Disempurnakan

12 Disempurnakan



Nama, obyek dan
subyek retribusi

Cara mengukur
| tingkat penggunaan
jasa

Prinsip dan
sasaran dalam
penetapan struktur
dan besarnya tarif

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi bagi—setiap
n -yahg=menggunakanimenikmati
pelayanan jasa persampahan/ kebersihan yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 6
(1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jesis
daniatay volume sampah.
2r—Jenis-sampab-sebagaimana—dimaksud—pada—ayat_s
adalah—sampah—organik—dan—anorganik—logam—dan

Dalam hal vqume sampah sulit diukur, maka volume
sampah tersebut dapat ditaksir dengan berbagai

orang—orbadi=—atau-bada

(3)

pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai
bangunan Rumah Tangga Perdagangan, Industri dan
Dcnrl/f)nfr\rf\n carta ticanbha inaAa lainm
I NANIUI AUl OOl Uodihid Juocl k=111 Illya

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan strukive—dan

besamya tarif retrlbu5| é&maksaekan:wt#gﬁ&e%%p

biaya pe
L\A’A"n : S =5 T
3= n rorgeH -—ers
memae%mabaagkaa kemampuan masyarakat dan
aspek keadilan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain—biaye—pengambilan—pengangkutan—dan
penrgelolaan—sampah-danfatau—pemusnahan—sampahb
termasuk-sewalbelilokasi-tempat-pembuangan—akhi
HRA)

4

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2009 Nomor . Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor ..).
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai

pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6
(1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan  diukur ~ berdasarkan

volume sampah.

Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka
volume sampah tersebut dapat ditaksir dengan
berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas
lantai bangunan Rumah Tangga Perdagangan,
Industri dan Perkantoran serta usaha jasa lainnya.

(2)

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa yang ber%angkutan kemampuan

GDPCF\ r\CdUIIdII

(1)

Mmasyararal aai dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga,
dan biaya modal.

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya
memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan

tarif harga untuk menutup sebagian biaya.

rO

[éa]

Disempurnakan

Pasal 2 disempurnakan

Pasal 6 disempurnakan
dengan menghiiangkan
ayat (2)

Pasal 7 disempurnakan
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6 | Struktur dan BAB VI ‘ BAB VI 1. Format Pasal 8
‘ Besarnya Tarif STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF | STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF disempurnakan
, Pasal 8 | Pasal 8
\‘ (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan (1) Struktur dan besarnya tarf ditetapkan sebagai 2. Retribusi yang dipungut
‘ yang diberikan, jenis serta volume sampah yang berikut: perhari  agar  ditinjau
dihasilkan dan kemampuan masyarakat. ulang karema jumlah
(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: retribusi yang dibayarkan
S _ . = ' A SUMBER SAMPAH Tarif(RRetribusu apabila dkalikan menjadi
A. RETRIBUSI BULANAN Tanf Retribusi , P) 1 bulan akan lebih besar
_ . - (Rp) 1. | Rumah makan, hotel / dibandingkan dengan
1 Rumah makan, hotel / penginapan, bioskop, kantor 20.000 .-/ bulan .
penginapan,  bioskop, kantor swasta/perusahaan yang yang dibayarkan Se_cara
swasta/perusahaan yang | Rp. | 20.000,- bergerak di bidang jasa atau bulanan (aspek keadilan)
bergerak di bidang jasa atau perdagangan industri
perdagangan industri, ditetapkan
sebesar 2 Kantor atau lokasi perusahaan 15.000,- / bulan
yang bergerak di bidang
2. | Kantor atau lokasi perusahaan | Rp. 15 000.- pelayanan umum dan pelayanan
yang bergerak di bidang sosial
pelayanan umum dan pelayanan
sosial ditetapkan sebesar 3. | Usaha yang bergerak dan bersifat 20.000,- / butan

industri rumahan dan sejenisnya
3. | Usaha yang bergerak dan bersifat | Rp. 20 000 -

industri rumahan dan sejenisnya 4 | Toko ukuran luas sampai dengan 8.000,- / bulan
[ ditetapkan sebesar 9m?
\
\ 4. | Toko ukuran luas sampai dengan | Rp 8 000 - 5. | Toko ukuran luas > 9 m? 12.000.- / bulan
9 m? ditetapkan sebesar.
6. | Pedagang grosir 20.000,- / bulan
5. | Toko ukuran luas 38-m%*s-d-20mZ | Rp. 12 000,-
ditetapkan sebesar 7 Minimarket 40.000,- / bulan
6. | Pedagana tetap grosir ditetapkan | Ro 20 000 - 8. | Asrama dan sejenisnva 15.000.- / bulan
sebesar
9. | Mess 20.000,- / bulan
7 Minimarket, ditetapkan sebesar Rp. 40.000,-
10. | Kantor Pemerintah tingkat 30.000.- / bulan
8. | Asrama dan sejenisnya sebesar Rp. 15.000,- kabupaten
' 9. | Mess, ditetapkan sebesar Rp 20 000~ 11 | Kantor Pemenntah tingkat 15.000.- / bulan
kecamatan
10. | Kantor Pemerintah tingkat Rp. 30 000.-
kabupaten ditetapkan sebesar | 12 | Kantor Pemerintah tingkat 6.000.- / butan

| Lelurahan/ Dooa ‘ | |




‘ [

11 TKantor Pemerntah tingkat

‘ Rp 13 | Gudang barang di lingkungan 40 000,- / butan
| kecamatan dietapkan sebesar pasar
12 Kantor Pemernnilah tingkat Rp 14 [ Rumah sakit pemenntah/swasta 150.000,- / bulan !
‘ Kelurahan / Desa ditetapkan ! .
sebesar 15 | Rumah bersalin swasta 60 000,- / bulan
13. | Gudang barang di lingkungan Rp 16. | Puskesmas 20.000,- / butan
‘ pasar, ditetapkan sebesar
17. | Apotek ‘ 25.000,- / bulan
14. | Rumah sakit pemerintah/swasta, Rp i
ditetapkan sebesar 18. | Rumah tempat tinggal di jalan | 10.000,- / bulan
protokol
15. | Rumah bersalin swasta, Rp.
ditetapkan sebesar 19. | Rumah tempat tinggal 10.000,- / bulan
menghadap kejalan umum
16. | Puskesmas, ditetapkan sebesar Rp.
20. | Rumah tempat tinggal di jalan 7.500,- / bulan
17. | Apotek. . ditetapkan sebesar Rp. lingkungan
18. | Rumah tempat tinggal di jalan Rp. 21 | Rumah Dinas Golongan ! 25.000,- / bulan
protokol, ditetapkan sebesar
22. | Rumah Dinas Golongan | i 18.000,- / bulan
19. | Rumah tempat tingga! Rp. |
menghadap kejalan umum 23. | Rumah Dinas Golongan lli 12.000,- / bulan
Ditetapkan sebesar
20. | Rumah tempat tinggat dir jalan Rp. 24 | lempat tekreas atau tempat /5.000,- / bulan
lingktingan, ditetapkan sehesar I hiburan !
21 Rumah Dinas Golongan |, Rp. 25. | Tempat praktek dokter 30.000,- / bulan
ditetapkan sebesar
26. | Tempat praktek paramedis 20.000,- / bulan
22. | Rumah Dinas Golongan I, Rp.
ditetapkan sebesar 27 | Tambal Ran 5.000 - / bulan
23. | Rumah Dinas Golongan IlI, Rp 28. | Pertamina (SPBU) 35.000,- / bulan
ditetapkan sebesar
29. | Panti pijat / diskotek atau cafe 50.000,- / bulan
24 | Tempat rekreasi atau tempat Rp.
hiburan, ditetapkan sebesar 30. | Pencucian mobil 15.000,- /bulan
25. | Tempat praktek dokter. ditetapkan | Rp. 31 Salon kecantikan/pangkas rambut 10.000,- /bulan
sebesar
32 | Pedagang sayur mayur/buah- 1 000,-/han
I 2C. | Tempol prakich paranicdis, . 2G.004, J | buahiaii, pikulan, bakulan, eceran | ;
11 | ditetapkan sebesai [ | ]




2 N R _ o
T T f ]
) Tambal Fan ditetapkan sebesar Rp. | 5.000.
! . | Pertanuna (SPBU). ditetapkan Rp } 35 000 - ‘
‘ \ sebesar
29. | Panti pyat / diskotek atau cafe, r Rp 50.000
| ditetapkan sebesar
30. | Pencucian mobil, ditetapkan Rp 15 000, -
sebesar
31. | Salon kecantikan/pangkas | Rp. tO,OOO,—J

_ | rambut, ditetapkan sebesar

|
B. RETRIBUSI HARIAN
1 Pedagang sayur mayur pikulan, bakulan eccran
buah-buahan anggur. apel. jeruk ,duku, durian,
rambutan, nanas, jengkol bawang, kol dan
sejenisnya, ditetapkan sebesar ............ Rp. 1.000,-
2. Pedagang leveransir, ditetapkan sebesar:
Buah buahan Rp. 2.000 -
Sembilan bahan pokok/makananRp. 2.000,-
Sayur mayur dan sejenisnyaRp. 2.000,-
3. Pedagang daging dan ikan, ditetapkan
sebesar................ Rp. 1.000,-
4. Pedagang makanan dan gercbak doraong,
ditetapkan sebesar..  Rp. 1.000 -
5. Tempat Pertunjukkan, ditetapkan sebesar Rp.
30.000.-
C. RETRIBUSI KAMAR MANDI DAN WC UMUM:
J 1. Mandi, ditctapkan schcsar Rp. 2.000,-
| 2. Buang air besar / kecil ditetapkan sebesarRp. 1.000.-
\

”33Tped?géng leveransir Buah
‘ buahan/sembaho/sayur mayul

34 : Pedagang daging/ikan/ makanan/
gerobak dorong

35 | Tempat Pertunjukkan

36 | Mand

37 | Buang air besar

38 | Pedagang daging sapt. kerbau

dan sejenisnya dalam rangka
hari-har besar

39 | Pedagang daging kambing dan
sejenisnya dalam rangka hari
besar

sejenisnya dalam rangka hari han

40 \ Pedagang obral tekstil, dan obat
| besar

| ~2.000.- /han |
J 1.000.- 7han
30.000/....
2.000/pakai
1.000/pakai

15.000.-/....

5.000,-/...

2.000.-/.....

|
|

'

L
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|

Penentuan
pembayaran,
pembayaran,
angsuran,
penundaan
pembayaran

tempat |

dan

Tata Cara Penagihan

Retribusi

|
f
|

3

| D. RETRIBUSI INSIDENTAL:

‘ 1 Pedagang daging sapi, kerbau dan sejenisnya dalam
rangka hari-harn besar, ditetapkan sebesar Rp. 15 000,-
‘ 2 Pedagang daging kambing dan sejenisnya dalam
\ rangka hari besar ditetapkanRp 5 000 -
3 Pedagang obral tekstil, dan obat sejenisnya dalam
rangka harn harn besar, ditetapkan sebesar Rp. 2 000 -
BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diboraongkan
{H—Pemungutan-—retebusi—dilakukan——oleh— satuan—kera
perangkat-daerah—stau—pejabat=yang—ditunjuk-oleh-Bupati
sesyalk-denganiugas-pokok-danfungsinya:

J(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
] dokumen lain yang dipersamakan.
\

Pasal 12
{1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
(2) Tata cara pembayaran. penyetoran, dan tempat

pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

B3)—Hasil—pungutan—retdbusi—merupakan—pendapatandaerah
yang-harus-disetorkansecara-bruto kekas-daesrah

BAB X
TATA-GARA-PENAGIHAN
Pasal13
h—Relrbusi-yang terutang-herdasarkan-SKRD-atawv-dokumen
lain=yang—dipersamakar—atav—STRB—yarg-menyebabkan
jumlah—retrbusiyang-harus-dibayar-bedambah—yang-tidak
atau—kurang-dibayar—olch—wajib—retribusi- dapat—diagih
melalu-nsiansiyang-menanganiurusan-piuiang dandelang
negara-
2)—Renagihan—relrbus—sebagaimana-dimaksud- pada-ayat-{H
‘ diaksanakan sesuaiketentuan dan-peraturan perundang-
urdanganyang-beriaku

BAB Vil

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

(3)

ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

Pemungutan reribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain  yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan
kartu langganan.
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) harus disetor ke kas daerah.

Pasal 12
Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka
Pembayaran, reribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 13

Penagihan retrnibusi terutang yang tidak atau kurang
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
Retribusi dikeltiarkan ceqera catelah 7 han cejale ntyh
temno pembayaran.

Judul BAB VIl diubah dan
Pasal 11 ayat (2) dihilangkan

Pasal 12 disempurnakan

Pasal 13 disempurnakan




Penghapusan
piutang retribusi
kedaluwarsa

KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 15
Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajb
retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Kadaluarsa  penagihan retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) tertangguh apabila:
a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

(4)

(%)

(6)

(1)

(4)

()

Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib

Retribusi  harus melunasi Retribusinya vyang !

terutang.

Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Pejabat Yang ditunjuk.

Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan
Peraturan Bupati.

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
KEDALUWARSA
Pasal 15

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi |

kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3

(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan

tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat(1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau

b. ada pengakuan utang retribusi darn wajib retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat

Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung |

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah  wajib  retribusi  dengan kepadanya
menyatakan masih mempunyar utang retribusi dan
bim melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal
int dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 15 disempurnakan
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Sanksi Administrasi

Penyidikan

-

BAB XIv
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA
Pasal 17
(1) Piutang retribust yang tdak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kadaluarsa dapat dihapus.
(2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi
daerah yang sudah kadaluarsa dengan-Xeputdsan
Bupati-

BAB XVIi
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

| (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagat
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang
berlaku.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi arsebut.

2)

Pasal 17
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapus
Bupati  menetapkan keputusan  penghapusan
piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Tata cara penghapusan piutang retribusi yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVlI
SANKSI! ADMINISTRASI

Pasal 20
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus

sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di  bidang retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Pejabat Daerah yang diangkat oleh Pejabat

yang berwenang sesual dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi agar
nelerangain  alau  lapuian  tetscbul  ienjadi

iengkap dan jelas.

-
(&)

5

Judul bab dihilangkan dan
Pasal 17 disempurnakan

Pasal 20 disempurnakan

Pasal 21 disempurnakan




Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang retribusi.
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan
dokumen-dekunmen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan

bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen  lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi.

. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas crang atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Memotret seseorang yang berkattan dengan tindak
pidana retribusi.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
Menghentikan penyidikan

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah—menpurut—hukum—yang—dapat
pertanggabglawabkan:

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan

dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Uumum melalui

Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

|

o

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi tersebut

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang retribusi.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e.

memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana retribusi

memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan
menyampaikan
Penuntut Uumum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara
kefentuan
Hukum Acara Pidana.

dan
kepada

dimulainya  penyidikan
hasil  penyidikannya

Indoitesia,  sesudl  dengan
dalam Undang-Undang

Republik
yang diatur
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Ketentuan penutup

Penetapan

Penjelasan

3

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah int, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2000
tentang Retribusi  Persampahan/ Kebersihan benkut
perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak beriaku

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksaannya akan diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana

pada Tanggal 2011
BUPATI LAMPUNG TIMUR

ERWIN ARIFIN

!
0

Pasal 23 (
Pada saat Peraturan Daerah mi mular berlaku, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15
Tahun 2000 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Nomor ) dan perubahannya dicabut
dan dinyatakan tidak berfaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksaannya akan datur
dengan Peraturan Bupati.

(M

Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.
Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2011

WAKIL BUPATI LANMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Pasal 23 disempurmakan

Pasal 24 disempurnakan

Penetapan Peraturan Daerah
disempurnakan karena Wakil
Bupati belum ditetapkan
secara definitif sebagai Bupati,
maka penetapan dilakukan
oleh  Wakil Bupati sesual
ketentuan Pasal 26 ayat (1)
huruf g Undang-undang 32
Tahun 2004

Apabila tidak ada hal yang
perlu dijelaskan, dihilangkan
saja

GUBERNUR LAMPUNG,

o

<

SJACHRO

Z.P.



LAMPIRAN IV
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
: G /7151 B/ HK/ 2011
: 7 DESEMBER 2011

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUS!I RUMAH POTONG HEWAN

7I\/Tateri Raperda

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempurnaan

3

4

Dasar Hukum

Diktum Menetapkan Menetapkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4437).
sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemernntah
Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemenntah
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737,

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN
BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

h temt i Al oA A e e

Py P
(A1} ydlly irriansuu UUIIHGII

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara FPidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomot 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 80 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145},

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud
dengan |

Keterangan
e T

Disempurnakan

Penambahan dasar hukum

Disempurnakan

Disempurnakan




Cara Mengukur

penyediaan Rumah Potong Hewan yang meliputi
kandang penampungan ternak, tempat pemotongan
daging, tempat pelayuan daging. pemakaian
angkutan, termasuk pelayanan pemeriksaan
kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong,
yang disediakan, memiliki, dan/atau dkelola oleh
Pemrintah Daerah.

Dikeculaikan  fasilitas  dari Objek  Retribusi
senagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Untuk daging vyang berasal dari luar daerah
Kabupaten Lampung Timur yang dilengkapi Dokumen
Asal Usul Daging diksnakan—Relrbusi Pemeriksaan
Ularg-Laging-

(2)

Pasal 6

pelayanan penyediaan Rumah Potong Hewan yang
meliputi kandang penampungan ternak, tempat
pemotongan daging, tempat pelayuan daging,
pemakaian angkutan, termasuk pelayanan
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan

sesudah dipotong, yang disediakan, memiliki.
dan/atau dikelola oleh Pemrintah Daerah.

(2) Dikeculaikan fasilitas dari  Objek  Retribusi
senagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
BUMN, BUMD. dan pihak swasta

Untuk daging yang berasal dari luar daerah
Kabupaten Lampung Timur yang tidak dilengkapi
dengan Dokumen Asal Usul Daging.

)

Pasal 6

N - S a_ .
3 | Nama, Obyek Dan | Pasal 2 Pasal 2 |
subyek Retribusi | Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan. dipungut | Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan,
‘ Retribusi atas penyediaan pelayanan Rumah Potong | dipungut  Retribust  atas penyediaan  pelayanan
Hewan ' pemotongan Hewan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3 Pasal 3
| (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana | (1) Objek  Retribusi Rumah Potong Hewan | | Pasal 3 ayat (3) dsempunakan
dimaksud dalam PRasa—2) adalah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dengan menambah kaia tidak

2. Tarif pemenksaan ulang daging

bagi hewan yang digotong di
Rumah Potong Hewan
seyogianya termasuk dalam
tarif pemerik saan kesehaan
sebelum dan sesudih dipolong

3. Pemeriksaan ulang {&ging yang

berasal dan luar daerah tdak
diperlukan karena kegiatan
pemeriksaan tersebut tzlah
dilakukan d daerah asal dan
bertentangan dengan cbojek
retribusi yangdiaturddan
Perda.

4. Pengenaanretribusialas

pemeriksaan dagngyang
berasal dan luar daerab
merintangi arus lalutinias
barang antar daerah dan
mengakibakan ekoromi biaya

finggi.

5. Pemda dapatmelakikin

pemeriksaan ulang daging dari
luar daerah sepanjanglidak
diwajibkan dan pemlik
daging/pedagangdeging
memerlukan pelayanan tersebut
atau tidak dapat menunjuxkan
dokumen yang menyatakan
daging tersebut telah dperksa
di daerah asal.

Pasal 6 disempurnakan

tingkat Penqatina

| 1asa
|

Tingkat penggunaan jasa
N ey P S g

pPeiayaiiaii dan jei 1S

_dipotong.

! [
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Struktur Dan
Besarnya Tarif

]

|- B} _
Pasal 8
(1) Struktur tanf

| a

perdek:
3)

digolongkan berdasarkan jenis pelayanan,
Jenis dan jumlah ternak.
(2)-—Tarbsebagawmana-dimaksudpada ayat-EHmehputy
Biaya operasional langsung yang-meliputs hiaya-belanja
pegawatermasuk pegawar tidak=tetap, belanja barang. |
belanja—pemeliharaan, —sewa tanah- dan bangunan:
biaya—hstrik—dan—-semua -biaya—rutin/psredie—lamnya
berkaitanJangsung dengan-pepyediaan jasa-
b--Biaya-tidakdangsurg—yang-meliputi -biaya-administrast
UM -dan-biaya-lannya-yang-mepdekung penyediaan

fase

e—-Biaya-modalyang-berkaitan-dengan tersedianya-aktiva
tetap dan-aktiva-laianya yangberjangka-menengah-dan
panjang -mehputi-argsuran—dan-bunga—pinjaman—nilai
sowa tanah-dan-bangunan-dan-pepyuswian-asset

d—3Blaya-blaya—Iainaya—-yang—berhubungaa—dengan
peayediaan—dasa seperti bunga atas -pinjaman-jangka

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), den-ayat-Lditetapkan sebagai berikut

[ JENIS PELAYANAN

JENIS TERNAK

" JASA PELAYANAN

‘% + Pemerksaan kesehatan

® Sapi I kerbau

“Rp. 5000 fekor

e Kambing / domba

ternak sebelum e Babi Rp. 3000 /ekor

dipotong e Kambing / domba Rp. 3000 /ekor

} e Ayam | Rp.  25/ekor

s Demeriksaan hesehalan | @ Sapi / herbau Rp.10.000 fehor

ternak sesudah e Babi Rp. 3000 /ekor

dipotong e Kambing / domba Rp. 3000 /ekor

L e Ayam Rp. 25 jekor
ePemakaian kandang e Sapi / kerbau Rp. 5.000 /ekor/hari
(penampungan) e Babi Rp. 5000 /ekor/hari

Rp. 2000 /ekor/hari

ePemakaian Iempaf

e Sapi / kerbau

Rp. 15.000 fekor

e Kambing / domba

pemotongan e Babi Rp. 10.000 fekor
e Kambing / domba Rp. 5000 jekor
~ e Ayam Rp. 500 fekor
e Pemakain tempat e Sapi/ kerbay Rp. 5000 /ekor/hari
pelayuan daging e Babi Rp 3000 fekorhari

Rp. 2 000 /ekor/ hari

e Pemakaian angkutan

e Pemeriksaan ulang
daging dari luar daerah

Kabupaten Lampung

L Timur

e Sapi / kerbau

e Babi

e Kambina / domba
e Sapi/ kerbau

e Baht

& Kambing / domba

Rp. 25.000 Jekor
Rp. 15 000 /ckor
Rp 10 000 fehor
Rp 20 000 fekor
Rp 15000 /ekor
Rp 10 00U /ekor

(1)

jenis fasihitas dan jumlah ternak

(2)
ayat (1) sebagal berikut
~ JENIS | JENIS TERNAK
PELAYANAN
e Pemenksaan | e Sapi/ kerbau
kesehalan ternak e Babi
sebelum dpotong | e Kambing / domba
e Ayam
o Pemeriksaan e Sapi/ kerbau
hesehatan ternak e Bab

sesudah dipotong

& Kambing / domba
e Ayam

ePemakaian
kandang
(ppnampunga)

® Sapi/ kerbay
e Bahi
e Kambing / domba

| Ro.10000 fekar

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan,

Struktur dan besarnya tanf sebagaimana dimaksud pada

TARIF RETRIBUSI

Rp. 5000 fekor
Rp. 3000 /ekor
Rp 3000 /ekor
Rp.  25/ekor

Rp. 3.000 /ekor
Rp. 3 000 /ekor
Ro 25 /ekor

"Rp 5000 /ekorthar:
Rp 5000 /ekor/hari
Rp. 2.000 /ekorthari

ePemakaian tempat
pemotongan

. Sapi / kerbau

Rp 15000 /ekor

e Pemakain tempat
pelayuan daging

e Bab Rp 10.000 /ekor
e kambing / domba Rp. 5000 /ekor
e Ayam Rp 500 fekor
e Sapi/ kerbau Rp. 5.000 /ekorfhar
e Bab Rp 3.000 /ekorthar

o Kambing / domba

e Pemakaian
angkutan

e Sapi/ kerbau
e Babi

. Kambing / domba

Rp. 2.000 /ekor/ hari

| Rp. 25.000 /ekor

Rp. 15.000 /ekor
Rp 10.000 /ekor
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6 Tata Cara
Pemungutan

7 Tata Cara
Pembayaran

8 Tata Cara
Penagihan

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon, dan
kartu langganan.

By —Tate—cara——pelaksanaan—pemungutan—~Retrbusi
ditetapkan-dengan-Reraturan-Bupats

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya
15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau
Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran penyetoran, tempat
pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 15

(1) Penagihan Retribusi terhuiang sebagaimana
dimaksud pada Pasal (13) didahului dengan Surat
Teguran.

(3) EeﬁagdhaﬂﬁRemb@t&:d@ﬁgaﬁ%%ai:%
dilaksanakan—berdasarkar—peraturan—perundang-
gndangan:

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon, dan
kartu langganan.

(4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus.

(2) Retribusi  yang terutang dilunasi selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya
SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran penyetoran, tempat
pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 15

(1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau
kurang bayar dilakukan dengan menggunakan
STRD.

(2) Penagihan  Retribusi  terutang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat
Teguran.

(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain
yang sejenis sebagai tindak awal pelaksanaan

penagihan Retribusi dikeluarkan setelah ... hari
sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(4) Dalam jangka waktu .. setelah tanggal Surat

Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis wajib
Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
nleh Ppi'ﬁbqt y3ann djhmjuk

Tt An
tata <cara penagihan dan  po

Teguran/Peringatan/Surat lain yang cejenlc diatur
dengan Peratui.  3upati.

n Qur'-ﬂ

EE

Pasal 12 disempurnakan

Pasal 14 disempurnakan

Pasal 15 disempurnakan
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Keberatan

Penghapusan
Piutang Retribusi
Yang Kedaluwarsa

Ketentuan Penutup

Pasal 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau
menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan
suatu keputusan, keberatan yang dijaukan tersebut
dianggap dikabulkan.

BAB XVi
KADALUWARSA
Pasal 22
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut

eleh-Kepala-Daerah-

Pasal 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus
memberi keputusan atas keberatan yang digjukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah untuk memberikan kepastian hak bagi wajib
Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi Keputusan Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau
menambah besarnya Retribusi yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberkan
suatu keputusan, keberatan yang dijaukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal ...
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan  pembayaran  Retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan.

(2) Imbatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KADALUWARSA
Pasal 22
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17 disempurnakan

Penambahan pasal baru

Judul! bab disempurnakan

Disempurnakan
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Lain-lain

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agasctiap-setiap-orang-dapat -mengetabu
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Sukadana
2011

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di - Sukadana
Pada Tanggal -
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

| WAYAN SUTARJA
NIP.19560604 198103 1 005

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di  Sukadana

pada tanggal 2011

WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

| WAYAN SUTARJA

Disempurnakan

Penetapan Peraturan
Daerah disempurnakan
karena Wakil Bupati belum
ditetapkan secara definitif

sebagai Bupati, maka
penetapan dilakukan oleh
Wakil Bupati sesuai

ketentuan Pasal 26 ayat
(1) huruf g Undang-undang
32 Tahun 2004

Nama Pejabat yang
mengundangkan tanpa
NIP, pangkat dan gelar

GUBERN
'4

SJACHRO

LAMPUNMG,

Z.P.



: KEPUTUSAN GU
NOMOR
TANGGAL

LAMPIRAN V

BERNUR LAMPUNG

:GI7T15/ BT HK/ 2011
: 7 DESEMBER 2011

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Rumusan Penyempurnaan

!
l
|

T L - - T T - L - T
Materi Raperda { Rumusan Raperda
2 s
Dasar Hukum | 4  Undang-Undang Nomor 10 tentang Pembentukan
Mengingat ‘ Peraturan  Perundang-undangan  (embaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381).
8  Peraturan Pemerntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
( Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran
| Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
; t 10 Peraturan Pemernntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
‘ Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerntah.
’ Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
| Kabupaten/Kota (I embaran Negara Republik Indonesia
J Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara
' Republik Indonesia Nomor 4737),
' Nama, obyek dan Pasal 2
subyek retribusi Dengan nama Retribusi Pertokoan, dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas penyediaan fasilitas pertockoan yang
dikontrakkan atau yang diselenggarakan oleh pemerintah
Daerah
Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
moemperoleh dan menikmati-pelayaran-pepyediaan fasilitas
pertokoan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Cara mengukur Pasal 6
tingkat penggunaan | Tingkat penggunaan jasa penyediaan fasiitas pertokoan diukur
iasa herdacarkan iente danp lnee faciitac yang digunakan

4. Undang-Undang Nomor

4

T - T

12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

8  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lebaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,
dipungut retribusi sebagar pembayaran atas penyediaan
fasilitas  pertokoan yang dikontrakkan  atau  yang
diselenggarakan oleh pemerintah Daerah

Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan dan memperoleh fasilitas pertokoan yang
disediakan cleh pemerintah daerah.

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa penyediaan fasilitas pertokoan
itk Ucidasainain jeiis, luas ddil jdiigha wahkiu fasilitas yany
digunakai.

Keterangan

5,,,77 —

Dasar hukum Mengingat nomor
4, 8 dan 10 disesuaikan dengan
adanya perubahan

Pasal 2 disempurnakan
disesuaikan dengan judul
Raperda ini.

Pasal 4 disempuirnakan

Pasal 6 disempurnakan




2 I 3
Penentuan BAB VIl
pembayaran, TAFA-CARAREMUNGUTAN
tempat Pasal 10
pembayaran, (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
angsuran, dan | £ Pemungutan—retribusi—ditakukan cleh—satuan—kena
penundaan perangkat—dacrah—atau—pejabat-yang—ditunjak—oleh
pembayaran Bupatisesuai-dengantugaspokok-danfungsinya
(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
BAB
TATA-GARA-REMBAYARAN
Pasal 11
(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di
muka.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
(%%:Ha%:ﬁuaga%aﬂﬁ#etﬁbaazmempa@ﬁ:peaéa@a%aa
—dlig ra—bruto—kelkas
Aao~Arabk
Penagihan BAB-IX
Retribusi FATFA-GARA-RENAGIHAN

bertambah—yang-tidak-ataukurang-dibayaroleh-wajib
retribusi—dapat—ditagih—melalui—instansi—yang
rmeRangankurusan-pittang-danlelangnegara:
{2—Penagihan—retrbusi—sebagaimana—dimaksud—pada
ayat-{H-dilaksanakan-sesuai-ketentuan-dan-peraturan
perundang-undangan-yang-beriaku-

4

BAB Vil
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT

PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN
Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon
dan kartu langganan.
Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan
daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 11

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di
muka.

Pembayaran retribusi terutang sebagaimana pada
ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat
pembayaran retnbusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 13
Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
Penagihan retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat
Teguran.
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7
hari sejak jatuh tempo pembayaran.

} s ]

Judul Bab VIl diubah dan
substansi Pasal 10
disempurnakan

Judul bab dihilangkan dan
ketentuan Pasal 1"
disempurnakan

1 Pada Bagian yang mengatur Tata
Cara Penagihan ditambah 1 (satu)
pasal yang mengatur penagihan
dan penerbitan STRD dan Surat
Teguran.

2. Penagihan retribusi yang terutang
oleh BUPLN hanya dapat dilakukan
apabila Pemda telah menagih
terlebih dahulu secara optimal dan
dokumen-dokumen penagihan
telah diterima oleh Wajb Retnbusi

3. Dengan adanya penambahan
pasal, makaurutan dan
penunjukdi pasdi dydl stidijutinyg

disesuakan



Penghapusan
piutang retribusi
yang kedaluwarsa

BAB XI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 14
(1) Penagihan reiribusi éinyatakan kadaluarsa setelah
melampaut jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib
retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kadaluarsa penagihan retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) tertangguh apabila:
a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam jangka wakiu 7 hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajb
Retribust  harus melunasi  Retribusinya yang
terutaing

(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Pejabat Yang ditunjuk.

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
KEDALUWARSA
Pasal 14

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui jangka wakiu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. Dierbitkan surat teguran atau surat paksa; atau
. Ada pengakuan utang retiibusi dari  wajib
retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah  wajib  retribusi  dengan  kepadanya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan
blm melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan retribusi  secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal
ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh wajib pajak

Pasal

14

Raperda

disempurnakan sesuai dengan
Pasal 167 UU Na. 28 Tahun

2009




Sanksi administrasi

Penyidikan

BAB Xl
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA
Pasal 16
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kadaluarsa dapat dihapus.
£ Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi

daerah yang sudah kadaluarsa dengan—Kepuotusan
Bupati:

Pasal 19
Dalam hat wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bufan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dividang relribusi daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang
berlaku.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi agar keterangan atau
faporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi tersebut

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang retribusi.

2)

Pasal 16
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kadaluarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan
piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang

sudah kedaluwarsa diatur
Bupati.

dengan Peraturan

Pasal 19
Dalam hal waijib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus

sebagal Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi, sebagaiman
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas:

@)

Pasal 16 Raperda
disempurnakan sesuai dengan
Pasal 168 UU No 28 Tahun
2009

Pasal 19 disempurnakan

Pasal 20 disempurnakan




(3)

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan. dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi

e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi.

g Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

J. Menghentikan penyidikan.

k= Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

retribusi -hukum—yang—dapat

v\a.—-l—.-gg. ﬁg i ..-IAI.A._‘
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan  dimulainya penyidikan  dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

SEEITISS

b. meneliti. mencarl, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi

c. meminta keterangan dan bahan bukt dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau
dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana perpajakan Retiibusi,

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan

menyampaikan  hasil  penyidikannya  kepada

Penuntut Umum melatui Penyidik pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan vyang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

|
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9 | Ketentuan Pidana BAB XVIII BAB XVl Ditambah 1 ({satu) ayat yang
KETENTUAN PIDANA | KETENTUAN PIDANA mengatur penerimaan denda
Pasal 21 Pasal 21 pidana sesuai dengan Pasal
(1) Wajib  Retribusi  yang tidak  melaksanakan | (1) Wajib  Retribusi yang tidak melaksanakan | 178 UU No. 28 Tahun 2009
kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah kewapbannya sehingga merugkan keuangan
diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bufan daerah diancam pidana kurungan paling lama
kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) 3(tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling
kali jJumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang banyak 3 (tiga) kali jJumlah retribusi terutang yang
dibayar. tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
adalah pelanggaran. (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penerimaan negara.
10 | Ketentuan penutup | - Pasal 22 Pasal 22 disempurnakan
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini | dan diubah menjadi 2 pasal
sepanjang mengenai teknis pelaksaannya akan diatur

dengan Peraturan Bupati.

i Pasal 22 Pasal 23
(1) Dengan—bedakunya Peraturan Daerah ini, maka | Pada saat Peraturan Daerah ini muali berlaku, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor | Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomeor 15
15 Tahun 2000 tentanyg Retribust Pasar Grosir | Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau
dan/atau Pertckoan berikut perubahannya dicabut dan | Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
dinyatakan tidak berlaku. Timur Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini | Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor..... . ) dan
sepanjang mengenai teknis pelaksaannya akan diatur | Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor....
dengan Peraturan Bupati. Tahun ... tentang ...... (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun ... Nomor ..., Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor....... ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23 Pasal 24 Pasal 23 diubah menjadi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam | embaran Nasrah Kahipaten penempatannya dalam Lembaran Daerah Kahupaten

Ammmr s T A

% Lampung Timur, Lalnpuny gt
!
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Lain-lain

_ 3
Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal 201

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Ditetapkan di  Sukadana
pada tanggal 2011

WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Penetapan Peraturan Daerah
disempurnakan karena Wakll
Bupati belum dietapkan secara
definitif sebagar Bupati. maka
penetapan perda dilakukan
oleh  Wakll Bupati sesua
ketentuan Pasal 26 ayat (1)
huruf g Undang-undang 32
Tahun 2004




Maten
Raperda

LAMPIRAN VI
NOMOR
TANGGAL :7

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
: G/ 715/ B/ HK /2011
DESEMBER 2011

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Rumusan Penyempurnaan

Keterangan

7777 2

ro

Konsideran
Menimbang

Dasar hukum

SoSa

Mengingat

b—bahwa—salah—satu—jenis- retribusi—daerah - sesuai--dengan

ro

11.

Undang-Undarg—Nemor—28—Tahun—2009 - -tentang—Pajak
Daerah—dan—Retnbusi—Baerah—adalah—retnbusi-—pelayanan
pasar

bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 28
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka pengaturan—mengenrai—retribusi— pelayanan—-pasar
metalat Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2004 dipandang tidak sesuai lag
dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan perttmbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, -b—dam—c perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pelayanan Pasar

1083

Peraturan
erauuran

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Pomorintah Namnr 27 Tahiin
Cemennign Nemor 24 yanun

tontann
Chanyg

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik {ndonesia Nomor
4389),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembaglan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pomerintah Docrah Previngt dan Poemcerintah D“cm'“
LnbiimatamilWats /]l meabhoenon Rlamoaera Dacoibhdil, lead A asia
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Tahun 2007 Nomaor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik
Indonesia Nemer 4737),

l[\_)
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57,

bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 tahun
2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2004 dipandang tidak sesuai lag dengan
situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dmaksud
pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi
Pelayanan Pasar
Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tashun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor .., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .. );
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2007 tentang
Pemerintah,
Da~rah

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun
Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintahan Dacrah dan Pamarnntahan

€T ~ I~ ~bhararn Al ry DA H|| I rlr\nmo
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2007 Nomor 82 Tambah

Pravyne:

Unicos

Huruf b dihilangkan

Disempurnakan

Disempurnakan

Disempurnakan

Disempurnakan
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Sebagai mana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 5 Tahun 2009;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah.

PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Menetapkan

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah semua penyediaan fasilitas
pasar tradisional, berupa lapakiamparan, los, Toko,
yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus
disediakan oleh pedagang.

(2) Dikecualikan oleh obyek retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas
pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pthak

~ _swasta.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun .... Nomor ...

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung

Timur Nomor ..);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Sebagai
mana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2009
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun .... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor ...);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun ... Nomor
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Timur Nomor ._.);

15.

. PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Menetapkan

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah
dimaksud dengan :

ini yang

Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah semua penyediaan fasilitas
pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los,
kios dan toko, yang dikelola Pemerintah Daerah,
dan khusus disediakan untuk pedagang.
‘ (2) Dikecualikan oleh obyek retribusi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) adalah pelayanan fasiitas
pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak

[ ——

Disempurnakan

Disempurnakan

Disempurnakan

Pengetikan kata "Dalam...”
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PERATURAN pada Diktum
Menetapkan

Pasal 3 disempurnakan

_ swasta. B
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Cara mengukur
tingkat penggunaan
jasa

Prinsip yang dianut
dan sasaran dalam
penetapan struktur
dan besarnya tarif

Penentuan
pembayaran, tempat
pembayaran,
angsuran, dan
penundaan
pembayaran

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
(1) Dasar pemungutan retribusi untuk pedagang adalah
tingkat penggunaan jasa.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor
a. jenis dan sifat bangunan, dan
b. luas bangunan

BAB V
PRINSIP DAN-SASARAN PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga,
dan biaya modal.

BAB Vil
FATACARAREMUNGUTAN
Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh
Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

R o

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur

berdasarkan luas, jenis tempat yang digunakan.

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

(1)

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM SASARAN

RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
biaya operasional dan pemeliharaan. biaya bunga,
dan biaya modal.

BAB Vil
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Pasal 11
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau Dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon, dan
kartu langganan.
Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

(O8]
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Judul
disempurnakan

Judul
disempurnakan
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Pasal 6 disempurnakan

bab Pasal 7

bab dan Pasal 11
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Tata cara
pembayaran

Tata cara penagihan

Pengurangan,

keringanan dan
pembebasan retribusi

(M

BAB 1X
TATA-CARA REMBAYARAN
Pasal 12

(1) Retribusi yangterutang harus dilunasi sekahigus di muka
(2) Tata

cara pembayaran, penyetoran, dan
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah

yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

H -Retrbusi-vang-terutang-berdasarkan-SKRD-atau—dokumen
lain-yarg-dipersamakan-atau- SFRD—yang-—+raenyebabkan
fumlah-retrbusi yang=harus-dibayar bertambah-—yang-tidak
atau—kurang—dibayar—oleh—wajib— retribusi-—dapat—ditagih
melalgi-instansi yang-menangani-urusan puitang dantelang

negara-

undanganyang-beriaku-

BAB Xl
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 14

pembebasan retnbusi

tempat

Penagihan-feiribusisebagaimanpa-dmaksud—pada—ayat- (B
dilaksanakan-sesuaiketentvan dan-peraturan- perindang-

Bupati dapat memberikan pengurangan. keringanan, dan

(1)

3)
(4)

'(1)

|

— _ N P 47 [E— [ R ——
Pasal12
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi

sekaligus dimuka.

Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya hari
sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang
dipersamakan

Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah
yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah.

Tata cara pembayaran dan penentuan tempat
pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD

Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didahului dengan Surat Teguran.

Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran
atau  Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis
sebagal awal tindakan pelaksanaan penaghan retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo pembayaran.

Dalam jangka wakiu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat

Teguran atau Sural Penngatan atau Surat iain yang |

sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.
Tata  cara penagihan
Teguran/Peringatan/Surat
dengan Peraturan Bupati
BAB XI

Surat
diatur

dan
lain

penerbitan
yang sejenis

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI
Pasal 14

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi

Judul

bab dihilangkan

Pasal 12 disempurnakan

1

Pada Bab yang mengatr
penagihan relribusi ditambah 1

(salu) pasal yang mengatur
penagihan  relribusi  demgan
menggunakan  STRD.  sewii

dengan Pasal 160 UU No. 28

Tahun 2008.
Penagihan retribusi yang
terutang oleh BUPLN hanya

dapat dilakukan apabila Pe nida
telah menagih terlebih dahul

secara optimal dan dokumen-

dokumen  penagihan telan
diterima oleh Wajib Retnbus.
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Penghapusan
piutang retribusi yang
kedaluwarsa

R 2 ;JT, B

(2) Tata cara pembenan pengurangan. keringanan. dan
pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peratitran Bupati.

BAB Xii
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 15
{1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terutangnya retnbusi, kecuali apabila wajib retribusi

melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat(1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribust baik
langsung maupun tidak langsung

BAB-XIV
TATA-CARA PENGHAPRUSAN-RIUTANG REFRIBUSIYANG
KADALUARSA
Rasal-4#
£ Pintangretrbustyangtdak-mungkin ditagihdagi-karena hak
untuk-—melakukan--psenagihan sudah -kadaluarsa—dapat
dihapus:
£5-Bupat-meretapkan-perghapusan—pitang retribust daerah
yang sudah hadsiuaise-dongen RopulusdirBupall.

4

(2) Tata cara pembenan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribus: sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB Xli
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA
Pasal 15
Hak wuntuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.
Kedaluwarsa  penagihan Retribusi
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika.
a. diterbitkan Surat Teguran, atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari
Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a. kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran
tersebut.
Pengakuan utang Retribusi  secara  langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib  Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masin  mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tdak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

sebagaimana

Wajib

(4)

Pasal 16
(1) Ptang Retribust yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.

- Judul

2009

urutan

Judul
Pasal 17
Pasal 16

5

bab

pasal

menyesuaikan

diubah

Pasal
disempurnakan sesua dengan
Pasal 167 UU No.

[Sal

Pasal 14 disempurmakan

15

28 Tahun

- Penambahan Pasal 16 baru,

lain

bab dihilangkan dan

menjadi
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Sanksi Administrasi

Penyidikan

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

BAB XVl
PENYIDIKAN
Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang
berlaku.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah .

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi tersebut

(2) Bupati  menetapkan  Keputusan  Penghapusan

Piutang Retribusi  yang sudah  kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati  menetapkan  Keputusan  Penghapusan
Piutang Retribust  yang sudah  kedaluwarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVl
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

BAB XVl

PENYIDIKAN

Pasal 21
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diben wewenang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan
meneliti  keterangan atau laporan berkenaan
denqan tindak nidana di hidang Retribusi agar

leatAranAAm At
AL Gerdiigdin awdu

lengkap dan ielas,

lanAran tarcahiit maniadi lahith
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Pasal 20 disempurnakan

Pasal 21 disempurnakan
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(3)

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang retribusi

d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan. dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi:

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen  lain, serta  melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana retribusi;

i.  Memanggil orang untuk didengar keterangannya

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu  untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

——

v

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui  Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(4)

b menelitt, mencar, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang ditakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi.

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
Retnbusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan Retribusi,

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

{. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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i Ketentuan Pidana BAB XIX BAB XIX Pasal 22 disempurnakan
“ KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PIDANA

| Pasal 22 Pasal 22

| (1) Wapb  Retribusi  yang  tidak melaksanakan | (1) Wajib  Retribusi  yang tdak melaksanakan

kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama
3(tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kall jumlah retribusi terutang yang
tidak atau kurang dibayar

(2) Denda  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penerimaan negara.

kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah

diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan

\ kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga)
kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

Lain-lain Sukadana Ditetapkan di  Sukadana 1. Penetapan Peraturan

pada tanggal Daerah disempgrnakan

WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, karena Wakil Bupati belum
ditetapkan secara definitif
sebagalr  Bupat, maka
penetapan perda dlakukan
oleh Wakil Bupati sesual
ketentuan Pasal 26 ayat
(1Y huruf g Undang-
Undang 32 Tahun 2004

2. Pejabat yang
mengundanghan tanpa
NIP, gelar dan pangkat
dan pada penjelasan tidak
perlu ada tandatangan
Sekda

Ditetapkan di
Pada tanggal - 2011

| BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN |
ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
Padatanggal.................... ...

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal

Tidak perlu, jika tidak ada
yang dijelaskan

Penjelasan - -

GUBERNUR LAMPUKG,

/
\ v
SJACHRo\i)):N



No 7Ma{éri Raperda
1 2 -

1 Konsideran
Menimbang

0 Dasar Hukum
Mengingat

N —

10.

18.

LAMPIRAN VIl : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/715/ B/ HK/ 2011

TANGGAL : 7 DESEMBER 2011

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Rl;rﬁtijrsrairili?waperda
, 3

Keterangan

Rumusan Penyempurnaan
o Y

5

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
di Kabupaten Lampung Timur

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberspa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indnnesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan | embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemernntah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 06 Tahun 200€;

17

10.

18.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lampung
Timur;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4737),

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjad
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Nomor .... Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor .. ),
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisast dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
06 Tahun 2009(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Timur Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampiing Timur Nomor .

Disempurnakan,
disesuaikan
hirarki

Disempurnakan

Disempurnakan

Disempurnakan

Disempurnakan

urutan
dengan




| subjek retribusi

|

3 (letum
[Menetapkan

4 Nama, objek dan

19. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas |
Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana |
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\
Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009.

2007 tentang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG——TFMUR TENTANG
RETRIBUS! PELAYANAN
KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Menetapkan

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dan \
pelayanan lainnya yang disediakan oleh Rumah Sakit '
atau Puskesmas

(2) Subyek retribusi  adalah setiap orang pribadi, |
badan/lembaga yang mendapatkan pelayanan
kesehatan, maupun pelayanan lainnya yang berkaitan
dengan fungsi Rumah Sakit atau Puskesmas dan atau
menggunakan fasilitas Rumah Sakit atau Puskesmas.

(3) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak
Rumah Sakit atau Puskesmas.

BAB-V
PELAYANAN-KESEHATAN
Pasal5
Pelayanan-Keschatan-dikabupatend-ampungtHmuryang
ditarik-retribusirya-dilaksanakan-olebh=
a Rumeh Sakit Umum Dacraly,

= = t‘s" ?Uaf‘#?d_ a.

19.

4

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Timur  Tahun
Nomor Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor ....};

.....

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini  yang
dimaksud dengan
Pasal 3
(1) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2
ayat (1) adalah pelayanan kesehatan dan

2)

pelayanan lainnya yang disediakan oleh Rumah
Sakit/Puskesmas vyang dimiliki atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
Dikecualikan dari  objek retribusi pelayanan

kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang
dilakukan oleh Pemerintah, BUMN dan pihak
swasta.

Subyek adalah  orang pribadi/badan  yang
mendapatkan pelayanan kesehatan.

Disempurnakan

Pengetikan kata 'Dalam...”
disejajarkan dengan kata
PERATURAN pada Diktum
Menetapkan

Pasal 3 disempunakan
sesuai dengan Pasal 111
UU No. 28 Tahun 2009

Dihilangkan, karena sudah
diatur dalam Pasal 3 ayat

(h




tingkat penggunaan
jasa

Prinsip yang dianut

dalam  penetapan
struktur dan
besarnya tarit
retribusi

Struktur dan
besarnya tarif
retribusi

2 . 3
BAB V
JENIS PELAYANAN KESEHATAN
Cara mengukur | -

BAB VI
PRINSIP DASAR DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR
TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup dan  atau  untuk mengganti  biaya
pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pelayanan
kesehatan, tidak termasuk biaya investasi dan gaji
pegawai serta tidak bertujuan mencari keuntungan.
(2) Komponen- komponen yang digunakan dalam

manatanl an FURY .

k arn ibi :
IIICIICLd'J all UCDG Ilyd ld||| |€‘u|uuo| ydllu .

a. Jenis Pelayanan;
b. Jumlah dan jenis pemakaian alat habis pakai;
c. Biaya perawatan:
d. Biaya pemeriksaan dan tindakan;
e. Biaya akomodasi;
f Biaya pemeliharaan;
g. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya
yang mendukung penyediaan ja
BAB Vi
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan
kesehatan di Puskesmas  berdasarkan  jenis
pelayanan  Keschatan  yang  diberikan,  meliputi
didalamnya termasuk jasa sarana dan jasa

peiayanan.

BAB IV

-

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur
berdasarkan jenis pelayanan,
digunakan dan frekuensi pelayanan

BAB VI

bahan/peralatan yang

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan

besarnya tarif

retribusi

ditetapkan  dengan

memperhatikan biaya penyediaan dan efektifitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

Komponen-komponen
[ SN

[aa TaS g Tas

N
menetapkan besamya tar

jenis Pelayanan;
biaya perawatan;,

biaya akomodasi;

@*000 oW

biaya pemeliharaan;
biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang

yan

if e
llI

9
~tr
cu

digunakan dalam

oo
uol, yaid .

jumlah dan jenis pemakaian alat habis pakai;

biaya pemeriksaan dan tindakan;

mendukung penyediaan ja

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
Rumah Sakit LImum dikenakan kepada masyarakat

mmme maamAAamatl an Aaca mAalav A A

kesehatan.

Anrm inAan ~ArAm A~

Bab V diubah menjadi Bab
Vv, dengan adanya
perubahan bab yang
selanjutnya menyesuaikan

Penambzhan bab dan
pasal baru yang mengatur
cara mengukur tingkat
penggunaan jasa sesuai
ketentuan Pasal 156 UU
No 28 Thn 2009

Pasal 8 disempurnakan

Pasal 9 disempurnakan




[l

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan
kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam lampiran | dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini.

Pasal10
Q%:Siﬁak%uq":d@ﬁ:besamya:iamfzaembus#zeela%%eﬁ

BAB IX
PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG
OLEH PIHAK LAIN

Pasal 12

(1) Pelayanan kesehatan, perawatan, dan pelayanan
lainnya yang diberikan Rumah Sakit dan Puskesmas
bagi Orang Tahanan dan atau Nara Pidana biayanya
ditanggung oleh Instansi yang bertanggungjawab
terhadap Orang Tahanan dan atau Nara Pidana
tersebut.

(2) Penderita bagi Orang Tahanan dan atau Nara Pidana
yang masuk atau rawat inap di Rumah Sakit
ditetapkan pada kelas Ill.

(3) Apabila keluarga atau penderita dimaksud pada ayat
(2) menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi,
harus ada izin dari Instansi yang bertanggungjawab
dan persetujuan Direktur Rumah Sakit dan selisih
biaya tarif retribusi ditanggung sendiri oleh penderita
dan keluarganya.

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran | dan Lampiran |l dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG

(1)

(2)

(3)

OLEH PIHAK LAIN

Pasal 12
Pelayanan kesehatan, perawatan, dan pelayanan
lainnya yang diberikan Rumah Sakit dan
Puskesmas bagi Orang Tahanan dan atau Nara
Pidana biayanya ditanggung oleh Instansi yang
bertanggungjawab terhadap Orang Tahanan dan
atau Nara Pidana tersebut.
Pasien bagi Orang Tahanan dan/atau Nara Pidana
yang masuk atau dirawat inap di Rumah Sakit
ditetapkan pada kelas IIl.
Apabila keluarga atau pasien sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menghendaki dirawat pada
kelas yang lebih tinggi, harus ada izin dari Instansi
yang bertanggungjawab dan persetujuan Direktur
Rumah Sakit dan selisih biaya tarif retribusi
ditanggung sendiri oleh pasien dan keluarganya.

Pasal
sudah
Pasal 9

10  dhilangkan,
digabung dalam

Pasal 12 disempurnakan




BAB-X!
PENDAPATAN-RETRIBUSI PELAYANAN-KESEHATAN
Pasal-14

| (B—Sermua—-~Fendepatan—dan -—Retribusi—Pelayanan

Kesehatan di-Rumah-Sakit dalam-jangkawaklu-paling
lama=b24 jam—diselorkeKas-Dasrah:

| (B=Semua—pendapatan—dar— retribusi— pelayanan

keschatan—di-Puskesmas-disetorkeKas-Dacrah-per
bulan-melalui-DinasKesehatan—Kabupatentampung
Hmue
BAB-X
PENGELOLAAN-PENERIMAAN-RETRIBUSI
Pasal45
Hasi—perermaan—relribusi—pelayanan—kesehatan
diterima—bendahara—penerima—sebagai—penerdmaan
fungsional
-Penermaan—retribusi—pelayanan—kesehalan—pada
peherima—rasa—sarapa—jasa—rumab——sakit—dan—jasa
pelayanap-merupakanpendapatan-Rumah-Sakit—atau
Puskesmasyang-harusdiseterken-sepenubnyakeKas
Baerah-

Pasal-16
Hasil—penesimaan—retrbusi — pelayanan—hkeschalan
Se{}anaumanafdx%ﬁzga%l;1ﬁ gunt (D) marln’\al/ﬁr\

paé@:ak@m:ta%ﬁaggaﬁaﬁ:e@aggaméebag@
perermaan—Rumah=Sakitatau—lPuskesmas—pada—tahun
anggaran-berkuinya-

Pasal-48
Anggaran-pendapatan—dan-pengeluaran—dar-penerimasn
Rumeh—Sakit=atau—Puskesmas—harus—disakkan—oleh
Kepala—Daerah-—seliap—tahun—anggaran—beralap—scsual
dengan-ketentvanyang-beraku-

5

Pasal 14, 15 16, 17 dan
Pasal 18  dihilangkan,

cukup diatur
Peraturan Bupati

dalam



http:seti~~af~~43eslli.l-i

Penentuan

pembayaran,

tempat

pembayaran,

angsuran
penundaan
pembayaran

dan

3 - R L
BAB XIV BAB XIV
PENENTUAN PEMBAYARAN PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
Pasal 20 PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen fain yang dipersamakan.

Pasal 21
Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.

(2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti
pembayaran yang sah.

(3) Penderita yang pembayarannya dijamin oleh PIHAK
KETIGA, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang beriaku.

(4) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB-XV
TEMPATREMBAYARAN
Pasal-22
O—Pembayaran—elribusidilakukan—ditempat-pelayanaprgasa
penyediaan—tasitas-atau-loketyang-telah-ditentukan—oleh
Bupat-atau-RPejabatyang-ditunjulke
) —TFempatpembayaran-sebagaimana-dimaksudpada ayatth
diatur-sebagaibenkut
a—NMasyarakat —umum—yang—tidak— memiliki- jaminan
kesehatan, maka-pembayarannya dilakukan di tempat
potayeie
b—Masyatakaelbumunyang—esiiidgamnantkesehatan:
maka -pembayarannya scosuai—dengan- -ketentuan

peruRdang-indangan—yair-  flaks

PEMBAYARAN
Pasal 20

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon
dan kartu langganan.
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 21
Retribusi yang terutang harus dibayar lakukan
secara tunai/lunas.
Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-
lambatnya.... hari sejak diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Pasien yang pembayarannya dijamin oleh PIHAK
KETIGA, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Tata cara pembayaran, penentuan tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

G

5,

Pasal 20 disempurnakan

Pasal 21 disempurnakan

Pasal 22, 23, 24 dan Pasal
25 dihilangkan, karena sudah
diatur dalam Pasal 20 dan
Pasal 21




BABXVI
| ANGSURAN-DAN-PENUNDAAN
/ Pasal-23
Kelentuan- labih- lanjut - mengenar tata- <ara--angsuran —dan |
] penundaan-pembayaran diaturdengan Peraturan Bupati
Pasal-24 -
SaaL—#etrébcasHeratang%dalah»pada%aa; diterbitkanaya -SKRD
( atau-dokumen lan-yang-dipersamakan-
BAB-Xul -
PENETARAN-RETRIBUS!
Pasal25
{4):Besarayapretﬁgusiztew&a&gk@itetaak%aga%SK&D%{%
éokamen:kam#aﬂgﬂipersaﬂwk&nf
é.%p—:&entakﬁamas& —SKRD—ata U—dokumen——laih—yang
| d;pe;samaleaﬂﬂmaksudﬁoadasayat44%%w%4&bimlanju4

r 4/23 U U - B

dengan-Reraturan-Bupati
| ? | Penagihan BAB XX BAB XX Pasal 27 disempurnakan
TATA CARA PENAGIHAN TATA CARA PENAGIHAN dengan menambah 3 ayat
/ Retribusi yang tidak i i Pasal 27 ; baru
b ! yang tidak tepat pada waktunya atau kurang | (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau |
ayar, ditagih dengan menggunakan STRD. kurang bayar, dilakukan dengan menggunakan

/ STRD. |
j (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada |
f l ‘ ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

! Pengeluaran  Surat Penagihan atau  Surat
/ / / Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain

—_
w
~

yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7
{tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain
yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi

terutang.
(5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat
| Peringatan atau Surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
l(6) Tata cara penagihan  dan  penerbitan Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur
L dengan Peraturan Bupati. |

]

I -



2 o

Pasal 31 -

Selamn--Renyidik - Umum: - penyidikan - - -atas ~tindak —pidana
sebagaimana -dimaksud-dalam Pasal =30 -dapat dilaksanakan

| oleh--Penyidik- -Regawai- Negen Sipik (PPNS)- di- hngkungan

1
10 ] Penyidikan

Remenntah-Daerah. |

11 | Ketentuan Pidana BAB XXl
KETENTUAN PIDANA
’ . o Pasal 32

(1) Waj_lb Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya | (1)

sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kur»ungan paling Ie_ama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
pahng banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang
tidak atau kurang dibayar
Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘ 2)
tldak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar |
| retribusinya. (3)
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(4)

BAB XXIv )
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33 J
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan‘
Daerah Nomor 17 tahun 2000 tentaing Retribusi uang karcis
pemeriksaan,  tindakan, pengobatan, perawatan ‘
penggunaan fasilitas kesehatan dalam Daerah Kabupaten
Lampung Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan

12 { Ketentuan Penutup

|
|

dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di
Pada tanggal -

|
13 ‘ Lain-lain
l 2011

/ Sukadana
BUPAT! LAMPUNG TIMUR,
ERWIN ARIFIN [
|
|
4

——

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 tahun 2000 tentang
dan | Retribusj
perawatan dan penggunaan fasilitas kesehatan dalam Daerah
Kabupaten Lampung Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur
Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dicabut | Pelasangn Kesehatan

f Sukadana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

s
|

e 7,,7‘,,7,7,,, o
| Pasal 31 dhilangkan,
karena sudah  diatur
dalam Pasal 30 ayat (1) |
|
BAB XXlil | Pasal 32 disempurnakan
KETENTUAN PIDANA }
Pasal 32

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kal jumlah Retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar
retribusinya.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan negara.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

uang karcis, pemeriksaan, tindakan, pengobatan,

tentang Retribusi
Umum Daerah

Nomor 2 Tahun 2006
Pada Rumah Sakit

Ditetapkan di  Sukadana

pada tanggal
WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Pasal 33 disempurnakan |

. Penetapan Peraturan
Daerah disempurnakan
karena Wakl  Bupati

belum ditetapkan secaia
definitif sebagai Bupati,
maka penetapan perda
dilakukan oleh  WWakil
Bupati sesuai ketentuan

Pasal 28 ayat (1) hunef g
Undang Undang 32
Tahun 2004
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L
|

Penjelasan

Lampiran

|
| SEKERTARIS DAERAH
| KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

|| WAYAN SUTARJA

|

|

|

PENJELASAN UMUM

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 . Cukup Jelas
Dan seterusnya

Lampiran | : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor

| Tanggal

Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Lampung Timur

Diundangkan di Sukadana | 2. Pejabat o t;:;g
adata al mengundangkan
" SEKnEgF%TARIS DAERAH NIP, gelar dan Paﬂgdkaé
dan pada penelasan tdak
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, ooy ada  tendatangar
Sekda
| WAYAN SUTARJA ]
. UMUM Pengetikan
Il. PASAL DEMI PASAL \ disempurnakan
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Dan seterusnya
LAMPIRAN | . PERATURAN DAERAH 1. Pengetikan lampiran
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR disempurnakan, ~dan
NOMOR Lampiran Il menyesualkani
GAL serta nama jabatan diakhiri
TANG dengan tanda baca kem3
Lampiran 1. Tarif jasa sarana
pelayanan kesehatan

Jasa
Pelayan
an

Jasa
Sarana

Jenis Pelayanan

Pelayanan Kesehatan Tk.
Dasar

Pelayanan rawat jalan 15.000
_spesialistik T
3. | Pelayanan Gawat Darurat 15.000
4. [ . dst ) B

2.
Tarif ]
Retrib

rawat jalan/polklinik untuk
konsultasi spesialis pada
Lampiran 2 agar
dilengkapt.

Retribust
(Rp)
5.000




) Lamprran 2
Tarit Pelayanan Kesehatan di RSUD Sukadana
| Rawat Jalan/Poliklinik

I N JE@T  Tanf %)

No Jenis Pelayanan anfa, ’ Pelayan Retnbus)
arana an (Rp) \
1 “Pelayanan Poliklink Unum 17 000 | 10.000 | 27.000 ] \
2 Pelayanan Poliklinik 27000 20.000 47.000
L Spesialls R
- 3. | Konsultasi Spesialis 20.000 27.000 |
4 | Konsultasi Gizi | 7.000 | 8000 | 15000 |
[>_5.77¥d5t - o I R
l. TanfGeneralCheckUp I |
| No. | Jenis Pelayanan | Tarif Retribusi gRB)
1| Darahlengkap [ 46.200 _
| 2. | Urine lengkap o 24.100
3. | Glukosa  ~~~ [24100
4 JUeum 24100
5 | ast _
..dst
XW. Tanf Penggunaan Fasihtas Rumah Sakit —
Jasa .
]7NOA Jenis Pemeriksaan Jasa RS Pel;:/an Zé)éa/lbz?a”;
1 PKL, PKK mahasiswa 100.000 7100.000
per bulan \
Jenjang pendidikan N? 75 000 75000
- D3 per bulan N I l
2. KL Latinan:
Jenjang pendidikan S1 10.000 10.000
(per hari)
Jenjang pendidikan D2, 7.500 - 7.500
D3 (per hari)
Jenjang pendidikan 5.000 5.000
SLTA (per hari) I o
3. Penelitian
Jenjang pendidikan S1 200.000 200.000
(per judul) :
Jenjang pendidikan D2, 150.000 150.000
D3 (per judul)
Jenjang pendidikan 100.000 | - 100.000
SLTA (per judul) I
4. Ugian:
Jenjang pendidikan 51 100.000 | - 100.000
\ (per mahasiswa) ‘ i
] | Jenjang pendidikan D2, | 75 000 75.000 I
| | D3 (per mahasiswa) L - -




- - - - 477, —— -
Keterangan jasa pelayanan (pembimbing dan asisten/staf) diatur
dengan SK Gubernur
XIV Tarif Pelayanan MedicoLegal , L |
No. | Jenis Pelayanan Jasa RS | Jasa Tanf j
Pelayanan | Retribusi
I NG
1 1} Korban hidup ) 20.000 30 000 50000 |
2 Korban meninggal (visum 50.000 50.000 100.00¢
luar) B - e
3. Keterangan medis 10.000 50.000 60.000
_asuransi/jasa rahara .
4 Surat Keterangan 10 000 20.000 30.000
Kematian L
...dst.
GUBER LAMPUNG,
< /
SJACHRQHEDINZP.




EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENGOPE

LAMPIRAN VIII
NOMOR

- KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
. G /715! B.1I/HK /2011

TANGGAL :7 DESEMBER 2011

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Materi Raperda Rumusan Ra;)éraa S

bahwa bahwa keberadaan menara telekomunikasi di
Kabupaten Lampung Timur memilki potensi yang
relatif besar sehingga perlu dikelola secara optimal
agar mampu memberikan sumbangsih kepada
Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten
Lampung Timur;

Konsideran
Menimbang

Dasar hukum Mengingat : |
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 |
tentang Pembentukan Kabupaten :
Daerah  Tingkat Il Way Kanan, |
Kabupaten Daerah Tingkat I Lampung
Timur, Daerah Tingkat |l l\/letro]
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor |
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor {
| 3825) ;
‘ Undang — Undang Republikdndenesia Nomor 5 Tahun
‘ 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan |
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lambaran Negara |
1 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
l Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817) :
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 389);
Undang-Undang nomor
) Pemeriksaan Pengelolaan
E Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik |
, indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
J_ Lembaran Negara Republik Ind~nesia Nomor 4400)

15 Tahun 2004 tentang
dan Tanggung Jawab

1

S

Rumusan Penyempurnaan

4

di

e. bahwa keberadaan menara telekomunikasi
Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi yang
relatif besar sehingga periu dikelola secara optimal
agar mampu memberikan sumbangsih kepada
Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten
Lampung Timur;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah  Tingkat 1l Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat [l Lampung
Timur, Daerah Tingkat 11 Metro
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3825)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lambaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201_1
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5234).

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemerksaan Penaelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Nega?a (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negar~ Republik Indonesia Nomor 4

RASIAN DAN RETRIBUSI

Keterangan T
e
Disempurnakan
Angka 1 disejajarkan
dengan Kkalimat Diktum
Mengingat
Disempurnakan
Disempurnakan, dan
urutan disesuaikan dengan
hirarki peruuan
Disempurnakan
I

400),_L



10. Undang-Undang Nomo
Pemerintahan Daerah
indonesta Tahun 200
Lembaran Negara Rept
sebagaimana telah dit
dengan  Undang- Und
{entang=—tertang—PRerub)
Undang-Nemer32Taht

( Lembaran Neg;
2008 Nomor 59, Tap

Diktum
Menetapkan

| Menetapkan

Dalam Peraturan Daerah ini

4 ' Nama, Objek, dan Pasal 37

| Subjek Retribusi ] Dengan nama

1 i Telekomunikasi, punaut retril
! | untuk pendirian/pembangun
\
|

! dengap=memperhatika

| kepentingam-umum.




f

w
|

|

3 | Diktum
} Menetapkan

4 Nama, Objek, dan
Subjek Retribusi

F e S

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagamana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang—ientang—Perubahan—Kedua—atas—Unrdang-
Unadang-Nomer-32Tabhun-2004-tentang-Remenniahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) |

Iah&ﬁﬁentmﬂaﬂb%zwe%aa&ﬂg%&

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR
dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG |
PENATAAN, PEMBANGUNAN,
PENGOPERASIAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Menetapkan

Pasal 37

Dengan nama  Retribusi Pengendalian  Menara
Telekomunikasi, pungut retribusi atas pemanfaatan ruana
untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi
dengan-memperhatikan-asspekiatarzangreamanan—dan

kepentingapumum. ]

ruang, keamanan, -

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844) :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN-

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENATAAN, PEMBANGUNAN,
PENGOPERASIAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah
dimaksud dengan :

int  yang

Pasal 37
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi dipunaut retribusi atas pemanfaatan
ruang untuk pendirian/nembangunan menara
Leier«umunikasi dengan memperhatikan aspek tata

o

Disempurnakan

Dihilangkan

Dihifangkan

Pengetikan kata “Dalam ."
disejajarkan dengan kata
PERATURAN pada Diktum

Menetapkan, dan Kkata
‘Dengan Persetujuan
Bersama’ jangan !

menggantung, jadikan satu
kalimat yang utuh

Pasal 37 disempurnakan

kepentingan umum.




%%

' Golongan Retribusi

6 ‘ Prinsip dan
Sasaran Dalam
Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

“ 7 Struktur dan
besarnya tarif
retribusi
8 | Wilayah
Pemungutan

8 Penentuan
pembayaran,
tempat
pembayaran,
angsuran dan
penundaan
pembayaran

R A 3

| Pasal 40
\ Retribusi sebagaimana=dimaksud datam-Pasal-38-adalah

golongan retribust Jasa umum.

Pasal 42

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur

besarnya tarif retribusi didasarkan pada.

a. Pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan
dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan
terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan

dan

potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas
berdirinya menara ; dan
b. Pembiayaan penanggulangan keamanan dan

kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan
kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan
pemulihan keadaan;

Bagian kelima
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 43

Pasal 44
(1) Retribusi Rengendalian—Menara—yang—teratang
dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.
f2—Retribusi—Pengendalianr—Merara——sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang-tocrutang-dipungul—di

Pasal 40
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
digolongkan retribusi jasa umum.

Pasal 42
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan dari efektivitas pengendalian atas

pelayanan tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya
modal

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya
memperrhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan
tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

(2)

3

Bagian kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 43
Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian
menara telekomunikasi ditetapkan 2% PBB menara
telekomunikasi.

Bagian...
Wilayah Pemungutan
Pasal....
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di pungut
diwilayah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 44

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, |

dan katlu langyganan.

Pasal 40 disempurnakan

Ditambah pasal baru yang
mengatur tentang wilayah
pemungutan




e - -

3

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon,
dan kartu langganan.

(4) - Petugas/pejabat—di-Dinas-Perhubungan—Komunikasi
dan—dnfermatika—yang—ditunjuk—oleh—Bupat-sebagai
wapb—opungut= -terhadap=-retribusi—sebagaimana
dimaksud-pada-ayatih-

(é%%a%aaz&eqa:Perangkat—Baerah:y&ﬁg:ﬂ&eﬁb%

Q%Hﬁgtﬂaﬁ:ﬁe%ﬁbﬁ&% oo b&g&#ﬂ%«‘ o Qazé#i d aksu%@aaele
ayat-1)

(6) Mekanisme
telekomunikasi dan tata
pengendalian menara, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

retribusi
cara

menara
pelaksanaan

pemungutan

Pasal 48

1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di
tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang
ditentukan dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor
ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam
(satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Bupati.

‘3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di

tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur etel Bupati

4

(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dmaksud
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

(4) Mekanisme pemungutan retribusi menara
telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan
pengendalian menara. diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal...

(1) Retnibusi yang terutang harus dilakukan secara
tunai/lunas.

(2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat
pembayaran retiibust  diatur  dengan  Peraturan
Bupati.

Pasal 48

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau
di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang
ditentukan dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor
ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam
(satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan
di tompat lain scbagaimana dimaksud pada ayat
{1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasa! 44 disempurnakan

Penambahan pasalbaru

Pasal 48 disempurnakan

P




9 | Sanksi Administrasi | Pasal45 Pasal 45 Pasal 45
(H—Wajib——retribusi —yang—-tidak——melaksanakan | (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar | pasal ya
\ kewajibanpnya schingganerugkan kedangan-Daerah tepat pada waktunya atau kurang membayar | sanksiadmi
| dideprda=paling banyak=2-{liga kal fumlab=retribusi dikenakan sanksi administratf berupa bunga
‘ lertangyang-tidak-ataudurang bayar sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang
FH—DBendasebagamana—dimaksud— -pada—ayat— &) yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
merdpakan-pehermaan-Regara: menggunakan STRD.
10 | Penagihan | Pasal 51 Pasal 51 Pasal 51 dis
| 1) Pengeluaran  Surat  Penagihan atau Surat | (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang
\ Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
\ sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan | (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
\ penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Pengeluaran  Surat Penagihan atau  Surat
2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal | Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7
terutang. (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
‘3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat| (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Peringatan atau Surat lain yang  sejenis Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Suratlain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. terutang.
\ (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat
‘ Peringatan atau Surat lain yang sejenis
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
’ dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
| (6) Tata cara penaghan dan penerbitan Surat
| Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur
. dengan Peraturan Bupati.
Basal52 - Pasal 52 diht
Bentuk formulier—rang—dipergunakan—uniuk—pelaksanaan
penagihanrelribusi—sebagaimans—dimaksud-—dalam—Pasal
51 ayet{H=ditetapkan-oleh-Bupati




2

11

12

13

Pengurangan,
keringanan dan
pembebasan
retribust

Penghapusan
piutang retribusi
yang kedaluwarsa

nsentif
pemungutan

Pasal 54

1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi.

2) Tata cara pemberian pengurangan. keringanan dan
pembebasan retnbusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur eleh Bupati.

Pasal 59

1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.

2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib
Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal ditenmanya Surat
Tegurain tersebut.

4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung

5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Retribusi.

sebagaimana

Pasal 62

1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu

Pasal 54
Bupati dapat memberikan pengurangan. keringanan
dan pembebasan retribusi
Tata cara pemberian pengurangan. keringanan
dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2)

PENGAHAPUSAN PIUTANG RTERIBUSI YANG
KEDALUWARSA
Pasal 59

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tga)
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib
Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dinitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung
Pengakuan utang Retribusi  secara tidak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan
permochonan keberatan oleh Wajib Retribusi

Pasal 62

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan

Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu

Pasal 54 disempurnakan

Pasal 59 disempurnakan

Pasal 62 disempurnakan




B e S B T - — -
2)  Insentif sebagaimana dmaksud pada i (2)Insentf sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan | ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah. dan Belanja Daerah.
3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif | (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan Bupati. peraturan Bupati.
14 | Penyidikan BAB X BAB X Judul bab disempurnakan
KETENTUAN PENYIDIKAN PENYIDIKAN
15 | Ketentuan pidana Pasal 64 Pasal 64 Pasal 64 disempurnakan
1) Setiap orang / badan usaha yang yang melanggar | (1) Setiap orang / badan usaha yang yang melanggar | dan penunjukan pasal agar
ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat | disesuaikan
(1), Pasal 22, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 69 (1), Pasal 22, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal €9
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 50.000.000 .- (lima puluh juta rupiah).
Z Wajib Retribusi  yang tidak melaksanakan | (2) Wajib  Retribusi  yang tidak melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan  keuangan kewajibannya sehingga  merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga)
(tiga) kali jJumlah retribusi terutang yerg-tidak—atay kali jumlah retribusi terutang.
kurang-bayar. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat
’ 3) Denda  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara
(2) merupakan penerimaan negara. (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat dan (2) adalah pelanggaran.
(1) dan (2) adalah pelanggaran.
16 | Penetapan dan Ditetapkan di Sukadana Ditetapkan di Sukadana Penetapan Peraturan
pengundangan pada tanggal 2011 pada tanggal 2011 Daerah disempurnakan
karena Wakil Bupati belum
BUPATI LAMPUNG TIMUR, WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, ditetapkan secara definitif
sebagai Bupati, maka
penetapan dilakukan oleh
w ERWIN ARIFIN ERWIN ARIFIN Wakil Bupati sesuai
ketentuan Pasal 26 ayat (1)
huruf g Undang-undang 32
| Tahun 2004
i
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Lain-lain

3

4

Diundangkan di Sukadana
| padatanggal ........ ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

I WAYAN SUTARJA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

| WAYAN SUTARJA

Disempurnakan

Pengaturan mengenal
penataan, pembangunan.
pengoperasian menara

telekomunikasi, disarankan
untuk diatur tersendiri dalam
Perda, tidak menjadi satu
dengan Perda retribusi
pengendalian menara
telekomunikasi

GUBERNUR LAMPYNG,

¢
SJACHR/
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LAMPIRAN IX
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
: G/7151 B0/ HK /2011
: 7 DESEMBER 2011

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan

Dasar
Mengingat

Hukum

3 ) ' , 4

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang | 8.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang | 9

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Noimor 4344),

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258):

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara
Republik tndonesia Nomor ....);

14.

15—Peraturan-Pemerintah-Nemor31-Tahun-1998+tentang | -
Penyerahan—Sebagian-Yrusan—Pemerintah—ci-Bidang
Penyelenggaraan—Rendaftaran—Penduduk —kepada |
Daerah—Lembaran-Negara-Republik-tadenesiaTahun |
1998 Nomor—45-- Tambahan-—Lembaran—Negara |

Republik Indonesia-Nomer37 "7\ \

‘ o ]

Keterangan
5
Disempurnakan dan
pengetikan sesuatkan

dengan hirarki

Disempurnakan

Disempurnakan

Angka 16 dihilangkan.
karena sudah dicabut




|- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 | Tambahkan dasar hukum
/ tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
‘ Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan |

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu | Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut | Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut

Retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda | Retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk,

Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan | Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Dokumen

Dokumen Kependudukan lainnya. Kependudukan lainnya yang diselenggarakan ocleh
Pemerintah Daerah.

( Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
[ Negara Republik Indonesta Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lebaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4737);
) - Angka 25, 26 dan angka
( 29 dihilangkan
|
|
2 | Nama, objek dan BAB Il BAB I Pasal 2 disempurnakan
subjek retribusi | NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
‘ Bagian Kesatu Bagian Kesatu
J ‘ Nama Nama
| } Pasai 2 Pasal 2

} Bagian Kedua Bagian Kedua
Obyek Retribusi Obyek Retribusi
Pasal 3 Pasal 3

Pasal 3 disempurnakan

Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdirt dari :
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

| b. Kartu Keluarga (KK)
| ¢ Kartu ldentitas Kerja
|_d. Kartu Identitas Penduduk Mus' an

Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri
dari

a  Kartu Tanda Penduduk (KTP):

b. Kartu Keluarga (KK),

c. Kartu ldentitas P=nduduk Musiman,




3 | Cara mengukur
tingkat penggunaan
jasa

i
4 ! Prinsip dan
sasaran dalam
| penetapan struktur
’ dan besarnya tarif
\
S
‘1 /
| i
|
| (
| |
o |
S S

Akta catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta
perceraian. akta pengesahan dan pengakuan anak,

akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta
kematian

Bagian Ketiga
Subyek Retribusi
Pasal 4
Subyek adalah setiap Warga Negara Indonesia atau

Orang Asing yang memperoleh pelayanan
penyelenggaraan  administrasi kependudukan  dan
pencatatan sipil.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu
T.and_a Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil yang
diberikan atau diterbitkan.

BAB V
PRINS!P DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
_ Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
Jgsa Umum  ditetapkan dengan memperhatikan
biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut
Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya
memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan
tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil  hanya
memperhitungkan biava pencetakan dan
pengadministrasian

1
2)

(
3)

o

Kartu [dentitas Kerja;

Kartu Penduduk Sementara.

| Kartu Keterangan Bertempat Tinggal:

! Akta catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan,
akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan

anak, akia ganti nama bagi warga negara asing dan

akta kematian.

Pasal 4 disempurnakan

Subyek Retribusi
Pasal 4
Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan
| yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak KTP
) dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah.

; Bagian Ketiga
/

BAB IV ‘ Pasal 6 disempurnakan
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumiah,
dan jenis Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan

Sipil yang dibertkan atau diterbitkan.

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
ditetapkan hanya untuk memperhitungkan biaya
{ pencetakan dan pengadministrasian.

J BAB V Pasal 7 disempumakan

| 1
| N
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- Struktur dan BAB VI BAB VI Pasal 8 disesuaikan
besarnya tarif STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI | dengan objek Pasal 3|
Pasal 8§ Pasal 8 Perda ini !
D) _Steuktur—tarif—digolongkan - berdasarkan-—jemis | Struktur dan besarnya tarf Retribusi pelayanan KTP dan
pelayanan-yang-diberkan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai bertkut :

T RETRBUS Tl S TARIF RETRIBUSI
NO JENIS PELAYANAN TWNL T WNA NO JENIS PELAYANAN
(Rp) (Rp) -

1 "KARTU TANDA PENDUDUK | 10.000 100.000 KARTU TANDA PENDUDUK

!
(2) Besarnya tanfretribusi ditetapkan-sebagai-berkut=
[

R G - - (KTP)
2 | KARTU KELUARGA | 10000 | 50.000 | KARTU KELUARGA
3 | KARTU IDENTITAS | 50.000 o KARTU IDENTITAS
PENDUDUK MU SIMAN (Kipem) PENDUDUK MUSIMAN
R (Kipem)
4 | KARTU IDENTITAS KERJA | 10.000 | 50.000 S
|5 | PENCATATAN PERKAWINAN | | | KARTU IDENTITAS KERJA 10000 | !
| a Akia Pencataian Perkawinan 150000 | 200.000 | KARTU KE TERANGAN ]
| b Kutipan Kedua dan | 100000 200.00@ BERTEMPAT TINGGAL ___
| Seterusnya KARTU PENDUDUK
6 | PENCATATAN PERCERAIAN | | SEMENTARA
1 | a Akta Pencatatan Perceraian | " 150.000 | 300000 ||7_|PE PENCATATAN P PERKAWINAN o
b Kutpan  Kedua  dan | 100.000 | 300.000 || a  Akta Pencatatan | 150.000 | 200.000
\ Seterusnya | i Perkawinan " o
17 PENCATATX@gg ! b. Kutipan Kedua dan 200.000
a. Akta Pencatatan Kemauan | 10.000 | 75.000 Seterusnya
b. Kutipan Kedua danJ 10.000 75.000 g8 | PENCATATANEMN i
Seterusnya a Akta Pencatatan Perceraian "150.000 | 300.000
8 | PENCATATAN _PENGAKUAN | | | b. Kutipan Kedua dan 300.000
| ANAK Seterusnya
a. Akta Pencatatan Pengakuan | 20.000 | 150000 PENCATATAN KEMATIAN |
A”ali R N | a. Akta Pencatatan Kematian 10.000
Kutipan Kedua  dan | 20.000 | 150.000 b, Kutipan Kedua dan
eterusn;@dAmv | Seterusnya
PENCATATAN PENGESAHAN | " PENCATATAN PENGAKUAN
ANAK ANAK
\ a. Akta Pencatatan Pengesahan | 25.000 a. Akta Pencatatan 150.000 )
Anak - | ‘ Pengakuan Anak
| ]V | Clipan kedua  dan | 25000 | 125000 ||  |b.  Kutpan  Kedua - dan | 20000 | 150.000 |
S R N sterusiya \ | | Seterusnya L | S -




Penentuan
pembayaran,

pembayaran,

penundaan
pembayaran

| PENCATATAN  PERUBAHAN

3—Rincan-sehagaimana=dimaksud-pada—ayat2) akan
ditetapkan-dengan-Peraturan Bupat

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
orang/pribadi
penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hasil Pungutan disetor ke Kas Daerah

Retribusi  dipungut pada
mengajukan permohonan

PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENENTUAN

o 4 L B
PENCATATAN T S
PENGESAHAN ANAK B -
a. " Akta Pencatatan 25000 75000 W

| Pengesahan Anak L 1 -
b Kutipan Kedua dan 25000 125000 |
Seterusnya

PENCATATAN PERUBAHAN | | 100 000
| NAMA

BAB VI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT

PEMBAYARAN
Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakn SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon,
dan kartu langganan.
Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan
daerah yang harus disetorkan secara bruto ke Kas
Daerah. ‘
Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan |
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11
Retribusi yang terutang harus dilakukan secara
tunai/lunas.
Pembayaran retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata cara pembayaran, penentuan tempat
pembayaran refribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 10 disempurnakan
dengan  menamban 1
(satu) ayat sesuai dengan
Pasal 160 UU No. 28

Tahun 2009.

Penambahan Pasal 11
baru, dengan  adanya
penambahan pasal, urutan
pasal selanjutnya
menyesuaikan
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|
|
/
|
I
|
|
)

Sanksi Administrasi

Bagian Kedua
Penagihan
Pasal 11
Penagihan  retribusi  dilakukan  oleh
Pelaksana atau petugas yang ditunjuk Bupati

Instansi

Penagihan Retribusi terutang didahului dengan
Surat teguran
Pengeluaran  Surat  teguran /Peringatan/Surat |

Lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan
penagihan Retribusi dilakukan segera setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Surat Teguran dengan peringatan/surat lainnya yang
sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi
Retribusi yang terutang.

4 KK)—Retribusi . .
sekaligus-dimuka-untukl-{satu)kal-masaRetribusi:
Balam-halpembayaran-dilakukan-ditempatlainyang
diseterkan-kelKas-Daerah-selambat-lambatnya 1 x
24 jam.

(4)

©)

(6)

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar,
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan |
STRD.

BAB IX
PENAGIHAN
Pasal 12 ‘

Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
Pengeluaran  Surat Penaghan atau  Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain
yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi
terutang.
Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau Surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Tata cara penagihan dan penerbitan Surat ’
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur
dengan Peraturan Bupati.

R
|

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

dikenakan sanksi

Pasal 11 disempurnakan
‘dan diubah menjadi Pasal
12

Pasal 12 diubah menjadi
Pasal 13 yang mengatur

sanksi administrasi, karena
isi Pasal 12 telah diatur
dalam Pasal 11 baru

I W
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9 P_enghapusan | Pasal43 BAB XI Pasal 13 diubah menjadi |
piutang retribusi | {(H~—Pembayaran—retribusi-sebagaimana-dimaksud-pasal ‘ PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG Pasal 14 yang mengatur
yang kedaluwarsa 12-diberkantanda-bukipembayaran KEDALUWARSA tentang penghapusan

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi

|
l {(Z—SeHap-pembayaras-dicatatdalam buku-penermaan: Pasal 14 piutang retribusi
‘ kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tga)

tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,

/ kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak
\ pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib
f ‘ Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
{3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.
) 4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung
) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan
J Ilahorfﬂf\r} C!eh \’\”\;ib Reti’ibUSi

noordlal vval

|
;j ‘
| Pasal 15 Penambahan Pasal 15
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi | baru
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan  Penghapusan
| Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

’ (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupatt,

T*%*M
-
‘r |




—
|
\

keringanan dan
pembebasan
retribusi
(1)
j ( (2)
/ w
r (3)
-
| f (4)
J /
|
I
(5)

e
Pengurangan. ]L BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi.
Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan
kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa dan
penduduk / orang miskin.
Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh
pemerintah daerah tanpa dipungut biaya, tanpa
mempersyaratkan  adanya Surat  Keputusan
Pembebasan Retribusi oleh Kepala Daerah.
Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau
pembangunan yang menyebabkan perubahan
alamat penduduk, pemerintah daerah melakukan
penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP
dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan
tidak dipungut biaya, tanpa mempersyaratkan
adanya Surat Keputusan Pembebasan Retribusi
oleh Kepala Daerah
Tata cara pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi ditetapkan Bupati dengan
Peraturan Bupati

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 15
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

(3)

(4)

BAB Xli
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi.
Pemberian pengurangan retribust sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatkan
kemampuan masyarakat, antara lain dapat
diberikan kepada orang cacat, pelajar atau
mahasiswa dan penduduk / orang miskin.
Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh
pemerintah daerah tanpa dipungut biaya, tanpa
mempersyaratkan  adanya  Surat  Keputusan
Pembebasan Retribusi oleh Bupati.
Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau
pembangunan yang menyebabkan perubahan
alamat penduduk. pemerintah daerah melakukan !
penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP
dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan
tidak dipungut biaya, tanpa mempersyaratkan
adanya Surat Keputusan Pembebasan Retribusi
oleh Bupati. |
Tata cara pengurangan, kcringanan dan |
pembebasan retribusi ditetapkan Bupati dengan
Peraturan Bupati

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 17
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Pasal 14 diubah menjadi
Pasal 16. dan kata Kepala
Daerah diubah menjadi

 Kata Bupati

Pasal 15 diubah menjadi
Pasal 17, dengan
menambah ayat (2)
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Menenma, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain  berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen  lain serta  melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
melaksanakan penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah.

Menyuruh  berhenti, melarang — Seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen
yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada
huruf e.

Memotret seseorang berkaitan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya
Menghentikan penyidikan apabila tidak
ditemukan bukti pemulaan tindak pidana
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah yang menurut hukum dapat
dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah

a.

. memeriksa buku,

menerima, mencar, mengumpulkan, dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
pahan bukli  pembukuai,
dokumen lain, serta melakukan
terhadap bahan bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau
dokumen yang dibawa,;

pencatatan, dan
penyitaan

. memotret seseorang yang berkaitan dengan

tindak pidana perpajakan Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi
menghentikan penyidikan; dan/atau

9
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Lain-lain

2

I

‘(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pada tanggal

memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang
berlaku.
Ditetapkan di Sukadana

2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bhidang
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagamana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan
menyampaikan  hasil  penyidikannya  kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal
WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Penetapan Peraturan
Daerah disempurnakan
karena Wakil Bupati belum
ditetapkan secara definitf

sebagai  Bupati, maka
penetapan perda
dilakukan oleh Wakil
Bupati sesuai ketentuan:

Pasal 26 ayat (1) huruf g
Undang-Undang 32 Tahun
2004

GUBERNUR LA

{

SJACHROE

UNG,

Z.P.




at ern Raperda

s

1

| Mt
"
|

Judul Raperda

2 Dasar Hukum

Mengingat

———

LAMPIRAN X
NOMOR
TANGGAL

. KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
:G/715/ Bl HK /2011
: 7 DESEMBER 2011

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

Rumusan Rgp;rdéi

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389),

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoniesia Nun‘uor 4437) sebagammana

terakhir Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

Timur Nomor 5 Tahun 2009.

dennan
aengan

16.

} Rumusan Penyempurnaan

| ) 4

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
iIndonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebageumana

I [PIENTS
telah diubah bcberapa kali terakhir

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

| 5 Undang-Undang Nomor

nnnnnn

16 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lampung Tmmur Tahun Nomor
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Nomar )

Keterangan

Disempurnakan karena Kab |
Lampung Timur mempunyai
fasilitas olahraga yang dapat
dimanfaatkan oleh |
masyarakat maka obyek |
retribust dapat ditambahakan

Disempurnakan, urutan
sesuatkan  dengan  hirarki
peruuan

Disempurnakan

Disempurnakan




3 | Nama, objek. dan
subjek retribusi
|
|
‘ /
/ f
’ 4 | Cara mengukur
‘ tingkat penggunaan |
/ jasa
] S5 | Prinsip dan
dalam

penetapan struktur

( sasaran
dan besarnya tarif

Pasal 2
Dengan nama Retribusti Tempat Rekreasi dipungut
retribusi bagisetap—orang=atau-badanyang-pmempercleh
pelayanan di tempat rekreasi yang=disediakaa, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

— T
:
w
)

Pasal 3
Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
adalah :
a. pelayanan tempat rekreasi di Danau Beringin
Indah (Dam Way Kawat), Sukadana;
b. pelayanan tempat rekreasi di Dam Swadaya,
Pekalongan;
c. pelayanan Taman Rekreasi di Pesanggerahan
Way Curup, Mataram Baru:
d. pelayanan tempat rekreasi di Pantai Muara Gading
Mas, Labuhan Maringgai;
e. pelayanan tempat rekreasi di Danau Negara Batin
(Dam Negara Batin), Sukadana:
f. pelayanan tempat rekreasi di Pantai Ketapang,

Labuhan Maringgai.

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur be
\ pemanfaatan tempat rekreaS|

(engt

(S Lwy i Re ]

sarkan frek

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagei—penggent
iavesiasi=biaya—pembinaan—=biaya-operasiehal-dan-biaya
administrastmune

Pasal 2
engan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi
dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan

penyedian di tempat rekreasi yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, adalah pelayanan tempat rekreasi
pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat
rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD,
dan pihak swasta.

)

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi,
jenis dan jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi

dan olahraga.

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan yang layak.
Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh
apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(2)

Pasal 2 disempurnakan

Pasal 3 disermpurnakan

Pasal 6 disempumakan

Pasai 7 disempurnakan
dengan menampbah ayat
baru

]




/ Besarnya Tarif

|

/
J
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f 6 ‘ Struktur dan

Struktur dan besarnya tarif retribusi
| ditetapkan sebagai berikut.

1.

4.

Pasal 8

tempat rekreasi
Danau Beringin Indah (Dam Way Kawat) Sukadana

a. tiket masuk sebesar Rp. 2.000 per kali masuk,
b. sepeda air sebesar Rp. 5.000 per 30 menit;
¢ pertunjukan musik/seni sebesar - Rp 100.000 per har,

d. toilet sebesar . Rp. 1.000 per kali masuk;
e. Mobil - Rp. 10.000 per kali masuk;
f. Motor -Rp 5.000 per kali masuk.

Danau Swadaya Pekalongan.
a. tiket masuk sebesar :Rp. 2.000 per kali masuk;
b. sepeda air sebesar - Rp. 5.000 per 30 menitt;
c. pertunjukan musik/seni sebesar Rp 100.000 per hari;
d. toilet sebesar " Rp. 1.000 per kali masuk;
e. Mobil " Rp. 10.000 per kali masuk;
f. Motor :Rp 5.000 per kali masuk.
Taman Rekreasi Pesanggrahan Way Curup Mataram
Baru.
a. tiket masuk sebesar :Rp. 2.000 per kali masuk;
b sewa pesanggrahan sebesar - Rp.50.000 per hari,
c. kolam pemancingan sebesar : Rp. 25.000 per hari:
d. toilet sebesar " Rp. 1.000 per kali masuk;
e. Mobil " Rp. 10.000 per kali masuk;
f. Motor Rp 5.000 per kali masuk.
Pantai Muara Gading Mas Labuhan Maringgai.

- Rp. 3.000 per kali masuk,
b. gazebo sebesar : Rp. 5.000 per kali pakai;

C. panggung pertunjukan sebesar Rp. 100.000 per hari
d. toilet sebesar “Rp. 1.000 per kali masuk;
e. Mobil - Rp. 10.000 per kali masuk;
f. Motor Rp 5.000 per kali masuk.

a. tiket masuk sebesar

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi
ditetapkan sebagal berikut:
a. Danau Beringin Indah (Dam Way Kawat) Sukadana.

b. Danau Swadaya Pekalongan.

c. Taman Rekreasi Pesanggrahan Way Curu

. Pantai Muara Gading Mas Labuhan Maringgai.

Pasal 8

1. tiket masuk sebesar
2. sepeda arr sebesar Rp. 5.000 per 30 menit;

3. pertunjukan musik/sen sebesar Rp 100.000 per hr;

4. toilet sebesar “Rp. 1.000 per kali masuk;
5. Mobill - Rp. 10.000 perkali masuk;
6. Motor :Rp 5.000 per kali masuk.

Rp. 2.000 perkali masuk,

tiket masuk sebesar  : Rp. 2.000 per kali msuk;
sepeda air sebesar - Rp. 5.000 per 30 menit;
pertunjukan musik/seni sebesar:Rp. 100 000 per hari,
toilet sebesar .Rp. 1.000 per kali msuk;
Mobil "Rp. 10.000 per kali msuk;
Motor Rp 5.000 per kali masuk.

DO R WN =

Mataram Baru.

. tiket masuk sebesar "Rp. 2.000 per kali masuk;
. sewa pesanggrahan sebesar : Rp.50.000 per hari,
kolam pemancingan sehesar : Rp. 25.000 per hart;

. toilet sebesar -Rp. 1.000 per kali masuk;
Mobil " Rp. 10.000 per kal msuk,;
. Motor :Rp 5000 per kali masuk.

OO dwp =

1. tiket masuk sebesar “Rp. 3.000 per kali masuk;
2. gazebo sebesar - Rp. 5.000 per kali pakai;

3. panggung pertunjukan sebesar : Rp. 100.000 per hri
4. toilet sebesar Rp. 1.000 per kali masuk;
5. Mobil Rp. 10.000 perkali msuk;
6. Motor Rp 5.000 per kali masuk.

Pasal 8 disempurnakan
dengan menambah tarif
untuk fasilitas olahraga




7 | Wilayah
Pemungutan

8 Penentuan
pembayaran,
tempat
pembayaran,
angsuran,
penundaan
pembayaran

dan

’ a. tiket masuk sebesar

- ,;4 e e S

Danau Negara Batin Sukadana

- Rp 2.000 per kali masuk;
b. sepeda air sebesar . Rp 5.000 per 30 menit;
¢. pertunjukan musik/seni sebesar Rp. 100 000 per hari.
d toilet sebesar - Rp. 1.000 per kali masuk;
e Mabil - Rp. 10.000 per kali masuk;
f Motor - Rp 5.000 per kali masuk

6. Pantai Ketapang Labuhan Maringgai.

a. tket masuk sebesar - Rp. 3.000 per kali masuk;

b. gazebo sebesar - Rp. 5.000 per kali pakai;

€. panggung pertunjukan sebesar . Rp. 100.000 per har,
d. toilet sebesar - Rp. 1.000 per kali masuk;
e. Mobil . Rp. 10.000 per kali masuk;
f. Motor . Rp 5.000 per kali masuk.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retribusi tempat rekreasi dipungut di wilayah daerah
tempat pelayanan fasilitas diberikan atau tempat yang
dltunJuk oleh Bupatl.

BAB X
TAFA-CGARA-PEMUNGUTANRETRIBUSI
Pasai 12
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat dlborongkan
(2) Retribusi—dipungut—dengal - ak
kupon dan kartu langganan.
B33-Pensrdmasn—retnbusi—diutamakan—untuk—mendanai
kegiatan——yang—berkaltap——langsung——dengan
penyelenggaraanpelayanan-yang-hersangkulan
(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

karcis,

g. Tambahkan

e. Danau Negara Batin Sukadana.
1. tiket masuk sebesar Rp. 2.000 per kali masuk:
2. sepeda air sebesar Rp. 5.000 per 30 menit,
3 pertunjukan musik/seni sebesar Rp. 100 000 per hii,
4. toilet sebesar Rp. 1.000 per kali masuk.
5. Mobil Rp. 10.000 per kali msuk,
6 Motor . Rp 5.000 per kali masuk.
f. Pantai Ketapang Labuhan Maringgai.
1. tiket masuk sebesar " Rp. 3.000 per kali masuk;
2. gazebo sebesar - Rp. 5.000 per kali pakai:
3. panggung pertunjukan sebesar : Rp.100.000 per hri;
4. toilet sebesar - Rp. 1.000 per kali masuk,
5. Mobil " Rp. 10.000 per kali msuk;
6. Motor - Rp 5.000 per kali masuk.
olahraga yang dimiliki oleh
(lapangan sepakbola.

fasilitas
Kabupaten Lampung Timur
tennis dan sebagainya).

BAB Vi
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut di
wilayah daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENENTUAN
PEMBAYARAN

Pasal 12
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakn SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon,
dan kartu langganan.
Hasil pemungutan retnibusi merupakan pendapatan

daerah yang harus disetorkan secara bruto ke Kas |

Daerah.
Tata cara peiaksanaan pemungutan retribusi akan

_diatur lebith lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9 disempurnakan

Pasal 12 disempurnakan
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Sanksi
administrastif

Penagihan

(M
(2)
(3)

BAB-X!
Pasal 13

Pembayaran retribusi tempat rekreasi harus dilunas

sekaligus.

Pembayaran

retribusi  tempat

ditempat rekreasi.
Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran
retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

rekreasi

dilakukan

o

[ [ JE— - 4 - _ —
Pasal 13

(1) Retrnibusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
dimuka.

(2) Pembayaran retribusi tempat rekreasi dilakukan

‘ ditempat rekreasi.

(3) Pembayaran retribusi  terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-
lambatnya ... hari sejak diterbitkannya SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Tata cara pembayaran, dan penentuan tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

BAB.
SANKS! ADMINISTRASI
Pasal
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif dengan bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau

kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.
BAB. . ..
PENAGIHAN
Pasal ....

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
Penagihan retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat
teguran.

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain
yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan setelah ... (...) hari
_setelah tanggal surat.

(2)

(3)

Judul bab dihilangkan dan
Pasal 13 disempurnakan

Penambahan bab dan
Pasal baru yang mengatur
sanksi administrasi

Ditambah 2 (dua) pasal
yang mengatur
penghapusan piutang

retribusi yang kedaluwarsa
Pasal 167 dan Pasal 168
UU No. 28 Tahun 2009




Penghapusan

piutang retribusi

yang kedaluwarsa

(4)

(4)

Dalam jangka waktu ( .} hari setelah tanggal
surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis,
wajib retribust harus melunasi retribusi  yang
terutang

Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkam
oleh Pejabat yang ditunjuk.

Tata cara penagihan dan penerbitan surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB.. .
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA
Pasal...

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) tertangguh apabila:

a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa, atau
b. Ada pengakuan utang retribusi darni wajib

retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah  wajib retribusi dengan kepadanya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan
blm melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal
ini dapat diketahui dan pengajuan permchonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan
~permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Penamhahan bab dan
pasal baru yang mengatur
tentang penghapusan
piutang retribusi
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Penyidikan

BAB XIII
KETENTUAN-PENYIDIKAN
Pasal 15

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dalam
Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:

a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi iengkap dan jelas.

b menerima, mencari dail mengumpuikan

keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi
daerah.

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah.

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut.

Pasal ...

| (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan
Piutang Retribusi kabupaten/kota yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Xlil
PENYIDIKAN
Pasal 15

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
fingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang beirwenaing sesuai dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di  bidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencar, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak

__pidana di bidang Retribust;

Penambahan pasal baru

Pasal 20 disempurnakan
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Ketentuan Pidana

(3)

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang
dibawa.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah.

memanggil orang untuk didengar keterangannya

k. melakukan
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
peraturan

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
menghentikan penyidikan; dan/atau
tindakan lain  yang perlu

retribusi  daerah  sesuai

perundang-undangan.
Penyidik sebagamana dimaksud pada ayat
memberitahukan dimulainya penyidikan

dengan

Umum melalul Penyidik Pejabat Polisi

diatur dalam Undang-Undang Hukun Acara pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan

kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan

untuk |

(1)
dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang

(D

atau denda paling banyak 3 (uga) kal jumiah retribusi. |

| Jumlah retnbusi.

d memeriksa buku, catatan,
berkenaan dengan tindak pidana di
perpajakan Daerah dan Retnbusi,

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau
dokumen yang dibawa,

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana perpajakan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya |
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; |

j. menghentikan penyidikan; dan/atau ‘

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk |
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan

menyampaikan  hasil  penyidikannya  kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi

dan dokumen Iain‘
bidang

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16
Wajib  retribusi  yang tidak  melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan

daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

Pasal 15 disempurnakan
dengan menambah ayat
baru yang mengatur
penerimaan denda

(tiga) bulan alau denda paling banyak 2 (tiga) kali
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Ketentuan penutup

Lain-lain

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

| (1) Apabila ada badan yang ingin menambah sarana di

tempat rekreasi terlebih dahulu harus mendapat
persetujuan dari Bupati

(2) Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan ketentuan
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati

3—Renarikan—retribusi—dar—kelentuan—dimaksud—pada
ayat-{-diatu—dengan-Peraturan-Bupati

(4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
pengelolaan tempat rekreasi yang dikelola oleh
masyarakat tetap dilaksanakan oleh masyarakat
dengan berpedoman pada Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.

Fasal 19
Peraturan Daerah it mular berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar seliap orang mengetanuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

- 3 L —

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adatah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
(1) Apabila ada badan yang ingin menambah sarana di
tempat rekreasi terlebih dahulu harus mendapat
persetujuan dari Bupati
(2) Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan ketentuan
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati
(3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
pengelolaan tempat rekreasi yang dikelola oleh
masyarakat tetap dilaksanakan oleh masyarakat
dengan berpedoman pada Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.

Pasal 19
Peraturan Daerah i mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2011

WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Daerah

Disempurnakan

Undang-Undang

_Tahun 2004

Pasal 17 ayat (3)
dihilangkan, karena
pungutan retribusi harus

diatur dalam Peraturan

1. Penetapan Peraturan
Daerah disempurnakan
karena Wakil Bupati
belum ditetapkan secara
definitif sebagai Bupati,
maka penetapan |
dilakukan oleh Wakil
Bupati sesuat ketentuan
Pasal 26 ayat (1) hurufg |

32
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Penjelasan

Diundangkan di Sukadana

- pada tanggal.............

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

| WAYAN SUTARJA _SH, MM
NIP 19560604 198103 1 005

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Dan seterusnya

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

| WAYAN SUTARJA

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Dan seterusnya

2. Pejabat yang
mengundangkan tanpa
NIP, gelar dan pangkat
dan pada pengelasan
tidak perlu ada
tandatangan Sekda.

Disempurnakan

GUBERN ;TNG/
SJACHROWP.



LAMPIRAN XI

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

7 No ﬁT/laﬁériVRaperdéi —

Rumusan Raperda

1 2

3

1 Konsideran
Menimbang

2 Dasar hukum
Mengingat

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Mentenr Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah, pengaturan
mengenai retribusi izin gangguan sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur perlu disesuaikan:;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Timur tentang Retribusi Izin Gangguan.

10072 {tantiana

Uadang-Hndang—Nemer=24-Tahun

<

Undang-Undang Nomor
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4132);

NOMOR : G/715/ B/ HK [ 2011
TANGGAL : 7 DESEMBER 2011
Rumusan Penyempurnaan Keterangan
- 4 _ ] 5 ]
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang- | Konsideran Menmbang

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di
Daerah, pengaturan mengenai retribusi izin
gangguan sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor ... Tahun ... perlu disesuaikan:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur tentang Retribust Izin Gangguan,

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Fidana (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 1881 Nomor Tambahan

Lembaran Negara P=publik lndonesn.é Nomor ....);

huruf b disempurnakan

Dasar  hukum angka 1

. dihilangkan, dan angka 4, 5
i disempurnakan

serta
penambahan peraturan
perundang-undangan terkait
dengan adanya perubahan

dan penambahan, maka
pengetikan sesuaikan
dengan hierarki peraturan

perundang-undangan




3 Ketentuan Umum

4 | Nama, objek dan
subjek retribusi

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

BAB I
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi 1zin Gangguan dipungut Retribusi
sebaga| pembayaran atas pemberian lzin Ganpgguan
kepa shrganipribadi—atay
p@easahaa&#berbadanﬁ%&m;@ﬂ@kas%ﬁgsﬁaeﬁmlkan
bahaya—kerugiah—dan—gangguan-terhadap—kehidupan
lingkungan-dan-ckosistem-

Menetapkan

Dengan nama Retribusi
Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian lzin
tempat usahalkegiatan kepada orang pribadi atau
badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian dan/atau gangguan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1933
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3258) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan
di Daerah.

: PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini
dimaksud dengan -

yang

BAB Ii

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Izin Gangguan dipungut

Pengetikan kata “Dalam ...~
disejajarkan dengan kata
PERATURAN pada Diktum
Menetapkan

Pasal 2 dihilangkan

Bab Il diubah menjadi Bab |l
dan Pasal 3 diubah menjadi
Pasal 2, urutan pasal
selanjutnya menyesuaikan




Pasal 4

Pasal 4 Kalimat dan substansi

(1) Objek Retribusi lzin Gangguan adalah pemberian izin | (1) Objek Retribusi [zin Gangguan adalah pemberian | pasal 3 ayat (2)
tempat usaha’kegiatan kepada orang pribadi atau badan izin tempat usahal/kegiatan kepada orang pribadi | disempurnakan.
yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian atau badan yang dapat menimbulkan ancaman
danfatau gangguan, termasuk pengawasan dan bahaya. kerugian dan/atau gangguan, termasuk
pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya
keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan
ketertiban  lingkungan, dan  memenuhi norma umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan
keselamatan dan kesehatan kerja. memenuhi norma keselamatan dan kesehatan
(2) Dikecualikan dari  objek Retribusi sebagaimana kerja.

dimaksud pada ayat (1) adalah izin—gangguan—bary | (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana
khusus—skala—mikro—dan—kecil—<dan tempat dimaksud pada ayat (1) adalah tempat

usahal/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah usaharkegiatan  yang telah ditentukan oleh
atau Pemerintah Daerah. Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BABYV BAB V

PERSYARATAN I[ZIN PERSYARATAN IZIN

Pasal 8 Pasal 8
a. Persyaratan [zin Gangguan meliputi: (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi: Pasal 8 disempurnakan
a. Mengisi formulir permohonan izin; a. Mengisi formulir permohonan izin; sesuai Pasal 5
b. Melampirkan fotokopi KTP pemohon; b. Melampirkan fotokopi KTP pemohon; Permendagri no 27 Thn
¢ Melampirkan akta pendirian bagi usaha yang ¢  Melampirkan akta pendirian bagi usaha yang | 2009

berbadan hukum; berbadan hukum;

d. Melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;
e. Melampirkan denah lokast usaha;
h. Melampirkan dokumen UPL/UKL atau AMDAL

bagi perusahaan yang dalam kegiatanya
diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran

lingkungan.
¢ nendasi-Camat-dlwilayandokas (2) Formulir permohonan Izin Gangguan sebagaimana
Usaha: dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan
g. Melampirkan denah lokasi usaha; Peraturan Bupati.

h. Melampirkan dokumen UPL/UKL atau AMDAL bagi
perusahaan yang dalam kegiatanya diperkirakan
dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

(2) Formulir permohonan Izin Gangguan sebagaimana
| dimaksud pada ayat (1) huruf a ditctapkan dengan | ,
| Peraturan Bupati.




1 2

5 | Golongan Retribusi

6 | Prinsip yang dianut
dalam penetepan
struktur dan
besarnya tarif
retribusi

7 | Struktur dan
besarnya tarf

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DAILLAM PENETAPAN TARIF
Pasal 16
(1) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi izin gangguan
ditetapkan berdasarkan jenis dan ruang lingkup
usaha/kegiatan yang dilakukan;
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberi izin yang-bersangkutan.
Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen
izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari
pemberian izin tersebut.

(2)

BAB .
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal ...
Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi
perizinan tertentu

BAB IX
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!
Pasal 16
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk

menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberi izin gangguan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian 1zin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya
dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

BAB ...
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

l_\..-.-\i

rFdasdl ...
(1) Besarnya tarif retribusi di golongkan berdasarkan
rumus/luas ruangan x indeks tingkat gangguan (IGT)
x indeks lokasi gangguan x tarif retribusi.
(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan
sebagai berikut :
1 Untuk Ruang Usaha:
a Luas< 100 M? Rp 750, -/meter
b. Luas 101 ke atas .. Rp. 600,-/meter
a. <10 M ... Rp. 5.000.000,-
b. 10 M kedua dan
7.500.000,-/10M

seterusnya Rp.

2. Tarif retribusi untuk menara/tower telekomunikasi: |

5 ) S

Penambahan bab  dan |
pasal baru yang mengatur
golongan retribusi

Judul Bab dan ketentuan
Pasal 16 disempurnakan

Penambahan  bab dan‘
pasal baru yang mengatui ‘
tentang strukiur dan
besarnya Tarif dengan
dimasukkannya ketentuan
tersebut dalam  batang
tubuh perda, maka

lampiran perda dihilangkan
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Cara mengukur

tingkat penggunaan

jasa

Wilayah

Pemunqgutan

Penentuan
pembayaran,
tempat
pembayaran
angsuran, dan
penundaan
pembayaran

BAB-X
GARA-MENGHITFUNG-DAN-BESARNYATARIF
Pasal-18
-Struktur—tarft—Retrbusi—zin—Gangguan—digolongkan
berdasarkan—atas—|ndek—retribusi—adalah—sebagaimana
tersebut-dalam-Lampirant-merupakan-bagiapyangtidak
terpisahkan-dari-Reraturan-Daerah-ni
{Z2)-Besaraya—Retribusiizin-gangguan-adalah—=Jluas—ruang
usahadndelkdekasixindeks-gangguantant:

BAB XIllI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 21
Retribusi Perizinan Tertentu terhutang dipungut di wilayah
Daerah.

}

4 5
(3) Indeks tingkat gangguan (ITG) sebagaimana
dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. tingkat gangguan besar °5
b. tingkat gangguan sedang 4
¢. tingkat gangguan kecil -3
(4) Indeks lokasi gangguan (ILG) sebagaimana
dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a Jalan Negara/Kelas | : 5
b. Jalan Provinsi/Kelas Il : 4
¢. Jalan Kabupaten/Kelas lll : 3
d. Jalan Kecamatan/Kelas | : 1
BAB X Bab  dan Pasal 15
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA disempurnakan, karena
Pasal 15 Pasal 18 sudah
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur |terakomodr pada  bab

berdasarkan perkalian antara luas ruang usaha dan
indeks lokasi/indeks gangguan.

BAB Xl
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 21
Retribusi Perizinan Tertentu terhutang dipungut di
wilayah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB XIV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN
Pasal 22
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakn SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimahksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon.
dan kartu iangganan.

struktur dan besarnya tarif

Pasal 21 dsempurnakan

Pasal 22 disempurnakan

pasal bar
i tata car

bab da
1g mengatt
nan
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Penyidikan

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31

Pasal 33

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan
Penerimaan Derah.

\

1

‘ (4) Pengakuan wutang Retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah  Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Retribusi.

Pasal.....

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan
piutang retribusi yang kedaluwarsa.

(3) Tata cara penghapusan retribusi kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 31

Pasal 33

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
merupakan Penerimaan Negara.

] - -

Judul bab disempurnakan
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2

Lain-lain

Penjelasan

— 7 — - o

S - R
\ Ditetapkan di Sukadana
‘ Pada tanggal 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sragen
padatanggal...........ccoooceee
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

| WAYAN SUTARJA, SH, MM
NIP 19560604 198103 1 005

Ditetapkan di  Sukadana

pada tanggal

WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

| WAYAN SUTARJA

9

wn

1. Penetapan Peraturan
Daerah disempurnakan
karena Wakil  Bupati
belum ditetapkan secara
definitif sebagai Bupati.
maka penetapan perda
dilakukan oleh  Wakil
Bupati sesual ketentuan
Pasal 26 ayat (1) huruf g

Undang-Undang 32
Tahun 2004

2. Pejabat yang
mengundangkan  tanpa
NIP, gelar dan pangkat
dan pada penjelasan
tidak periu ada

tandatangan Sekda.

Penjelasan dihilangkan jika
tidak ada vyang perlu
dijelaskan

GUBERNUR LAMBUNG,

SJACHR

s

D






